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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kewenangan lembaga-lembaga 

pemerintah daerah serta mekanisme yang dijalankan dalam memberikan 

perlindungan khusus terhadap anak guna mewujudkan Kota Layak Anak di Kota 

Jambi. Perlindungan terhadap anak merupakan kewajiban negara, pemerintah, dan 

pemerintah daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 

2014 tentang Perlindungan Anak serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 

tentang Pemerintahan Daerah. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris 

dengan pendekatan kualitatif, berfokus pada kinerja Dinas Pemberdayaan 

Masyarakat, Perempuan, dan Perlindungan Anak Kota Jambi dalam penanganan 

kasus kekerasan dan eksploitasi terhadap anak.Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa pemerintah daerah melalui berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) 

memiliki kewenangan yang jelas dalam perlindungan anak, termasuk pelayanan 

terhadap anak korban. Kota Jambi telah memiliki dasar hukum berupa Peraturan 

Daerah Nomor 3 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak dan 

Perda Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak. Meski 

demikian, data menunjukkan masih tingginya angka kekerasan terhadap anak, 

sehingga implementasi kebijakan perlu dievaluasi dan diperkuat, khususnya dari 

aspek pengawasan, pencegahan, serta keterlibatan aktif masyarakat dan lembaga 

terkait. 

 

Kata kunci: Perlindungan Anak, pemerintah daerah, kota layak anak, 

kewenangan, kebijakan perlindungan.  
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ABSTRACT 

This study aims to analyze the authority of local government institutions and the 

mechanisms implemented in providing special protection for children in order to 

realize a Child-Friendly City in Jambi City. Protection of children is an obligation 

of the state, government, and local government as regulated in Law Number 35 of 

2014 concerning Child Protection and Law Number 23 of 2014 concerning 

Regional Government. This study uses an empirical legal method with a 

qualitative approach, focusing on the performance of the Jambi City Community 

Empowerment, Women, and Child Protection Service in handling cases of 

violence and exploitation against children. The results of the study show that the 

local government through various Regional Apparatus Organizations (OPD) has 

clear authority in child protection, including services for child victims. Jambi City 

already has a legal basis in the form of Regional Regulation Number 3 of 2024 

concerning the Implementation of Child-Friendly Cities and Regional Regulation 

Number 5 of 2017 concerning the Implementation of Child Protection. However, 

the data shows that the rate of violence against children is still high, so that policy 

implementation needs to be evaluated and strengthened, especially in terms of 

supervision, prevention, and active involvement of the community and related 

institutions. 

 

Keywords: Child Protection, local government, child-friendly city, authority, 

protection policy. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar belakang 

Secara filosofis, anak dipandang sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa 

yang memiliki derajat tinggi, harkat, martabat, dan potensi luar biasa. Anak 

merupakan bagian integral dari kemanusiaan yang memiliki dinamika 

perkembangan tersendiri, baik secara fisik, psikis, intelektual, sosial, maupun 

spiritual. Oleh karena itu, penting bagi negara, pemerintah daerah, masyarakat, 

dan keluarga untuk memahami hakikat anak secara mendalam agar proses tumbuh 

kembangnya tidak terganggu, serta berjalan sesuai dengan kodrat, minat, bakat, 

dan kemampuannya.1 

Anak sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa memiliki hak asasi 

sebagaimana manusia lainnya, sehingga tidak ada manusia ataupun pihak lain 

yang boleh merampas hak tersebut.2 hak-hak dasar yang wajib dihormati, 

dilindungi, dan dipenuhi oleh negara, pemerintah daerah, masyarakat, dan 

keluarga. Hak-hak anak adalah bagian dari Hak Asasi Manusia yang dijamin 

dalam konstitusi, peraturan perundang-undangan nasional, hingga ketentuan 

hukum internasional.  

Konvensi Hak Anak (Convention on the Rights of the Child/CRC) 

merupakan instrumen hukum internasional yang secara khusus mengatur dan 

melindungi hak-hak anak di seluruh dunia. Konvensi ini disahkan oleh Majelis 

                                                             
1 wuwuh asrining Surasmi, “Filosofi Anak Dan Perkembangannya Sebagai Dasar 

Pendididkan,” 2015. hlm 1-2 
2 Purwanto, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Dalam 

Perspektif Hukum Positif Indonesia,” Jurnal Idea Hukum 6, no. 1 (2020), 

https://doi.org/10.20884/1.jih.2020.6.1.133. hlm 2 
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Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa. Konvensi Hak Anak lahir dari kesadaran 

global bahwa anak, karena kodratnya, merupakan kelompok yang rentan, 

bergantung, polos, dan memiliki kebutuhan khusus baik secara fisik, mental, 

emosional, maupun sosial. Anak belum memiliki kemampuan penuh untuk 

melindungi diri sendiri sehingga membutuhkan perhatian, perawatan, dan 

perlindungan khusus dari keluarga, masyarakat, negara, dan komunitas 

internasional. 

Dalam Konvensi ini, anak dipandang bukan hanya sebagai objek 

perlindungan, tetapi juga sebagai subjek hukum yang memiliki hak-hak dasar dan 

kebebasan, sama seperti manusia pada umumnya. Anak adalah pemegang hak 

yang harus dihormati, dilindungi, dan dipenuhi haknya oleh semua pihak, baik 

negara maupun masyarakat.3 

Konvensi Hak Anak menetapkan empat prinsip utama yang menjadi landasan 

dan roh dalam setiap implementasi perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak, 

yaitu: 

1. Prinsip Non-Diskriminasi (Pasal 2) 

Setiap anak berhak mendapatkan hak-haknya tanpa pengecualian 

apapun, tanpa membedakan suku, agama, ras, warna kulit, jenis kelamin, 

bahasa, pandangan politik, asal-usul kebangsaan, sosial, kekayaan, 

kelahiran, atau status lain dari anak maupun orang tuanya. 

2. Prinsip Kepentingan Terbaik bagi Anak (Pasal 3) 

                                                             
3 Rini Fitriani, “Peranan Penyelenggaraan Perlindungan Anak Dalam Melindungi Hak-

Hak Anak,” Samudra keadilan 11 (2016), https://media.neliti.com/media/publications/240378-

ff389e41.hlm 2 
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Dalam setiap tindakan yang berkaitan dengan anak, baik yang dilakukan 

oleh lembaga kesejahteraan sosial, pengadilan, otoritas administratif, 

maupun badan legislatif, maka kepentingan terbaik bagi anak harus 

menjadi pertimbangan utama. 

3. Prinsip Hak atas Kelangsungan Hidup dan Perkembangan (Pasal 6) 

Setiap anak memiliki hak yang melekat untuk hidup, dan negara wajib 

menjamin kelangsungan hidup serta perkembangan anak secara 

maksimal, baik secara fisik, mental, spiritual, moral, dan sosial. 

4. Prinsip Penghormatan terhadap Pandangan Anak (Pasal 12) 

Anak berhak untuk menyatakan pandangannya sendiri dalam semua hal 

yang mempengaruhi dirinya, dan pandangan tersebut harus diperhatikan 

sesuai dengan usia dan tingkat kematangan anak. 

Indonesia sebagai salah satu negara anggota PBB telah meratifikasi 

Konvensi Hak Anak ini melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, 

sehingga prinsip-prinsip Konvensi tersebut menjadi komitmen hukum yang wajib 

dijalankan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dalam seluruh 

kebijakan dan tindakan yang berkaitan dengan anak. 

Hal ini sejalan dengan amanat alenia ke empat Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa salah satu tujuan 

negara Indonesia adalah untuk memajukan kesejahteraan umum dan 

mencerdaskan kehidupan bangsa, tujuan utama adalah kesejahteraan bangsa yang 

mencakup kesejahteraan lahir dan batin untuk setiap generasi, generasi yang 

mengindikasikan bahwa kesejahteraan harus di mulai dari anak.  
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Lebih lanjut dalam pasal 28B ayat (2) menyatakan bahwa anak berhak untuk 

melangsungkan kehidupan, bertumbuh, berkembang, serta dilindungi dari 

kekerasan dan diskriminasi. Setiap anak, sejak dilahirkan, memiliki hak yang 

tidak dapat dicabut untuk hidup, tumbuh, dan berkembang dalam lingkungan yang 

aman dan penuh kasih sayang. Anak berhak untuk dilindungi dari segala bentuk 

kekerasan dan diskriminasi, baik yang datang dari keluarga maupun orang lain. 

Anak harus diberikan kesempatan sebesar-besarnya untuk tumbuh dan 

berkembang secara optimal, baik secara jasmani, rohani, maupun sosial. Semua 

anak memiliki Hak Asasi Manusia yang sama seperti yang dimiliki oleh orang 

dewasa. Namun, masih sedikit perhatian yang diberikan terhadap upaya 

perlindungan anak dan masa depan mereka, yang sering kali dilanggar oleh 

negara, orang dewasa, lingkungan sosial, dan orang tua. Setiap individu, termasuk 

anak-anak, berhak mendapatkan perlindungan hukum sesuai dengan haknya. Oleh 

karena itu, perlindungan anak dan rasa keadilan sosial bagi seluruh warga negara 

Indonesia harus menjadi prioritas utama.4 

Hak anak diatur pada pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 

1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Hak anak adalah hak asasi manusia dan untuk 

kepentingannya hak anak itu diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak 

dalam kandungan. hak anak sudah melekat sejak mereka berada dalam 

kandungan. Anak berhak mendapatkan perlindungan untuk menghindari menjadi 

korban dari tindakan yang dapat merugikan, baik secara langsung maupun tidak 

langsung.  

                                                             
4 Darmini Roza dkk, “Peran Pemerintah Daerah Untuk Mewujudkan Kota Layak Anak Di 

Indonesia,” Jurnal Hukum Ius Quia Iustum 25, no. 1 (2018), 

https://doi.org/https://doi.org/10.20885/iustum.vol25.iss1.art10. hlm 3 
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Salah satu landasan hukum nasional yang memberikan pengakuan dan 

perlindungan terhadap hak asasi anak adalah Undang-Undang Nomor 39 Tahun 

1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM). Undang-undang ini menjadi 

pijakan hukum yang menegaskan bahwa hak anak merupakan bagian dari hak 

asasi manusia yang bersifat universal, melekat sejak lahir, dan tidak dapat dicabut 

dalam kondisi apapun. 

Dalam ketentuan Undang-Undang HAM, hak-hak anak secara tegas diatur 

dalam Pasal 52  

a. Setiap anak berhak atas perlindungan oleh orang tua, keluarga, 

masyarakat, dan negara.  

b. Hak anak adalah hak asasi manusia dan untuk kepentingannya hak anak 

itu diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan 

yang menegaskan bahwa setiap anak, bahkan sejak dalam kandungan, 

 

Kemudian dalam pasal 53 meyebutkan 

  

a. Setiap anak sejak dalam kandungan, berhak untuk hidup, 

mempertahankan hidup, dan meningkatkan taraf kehidupannya 

b. Setiap anak sejak kelahirannya, berhak atas suatu nama dan status 

kewarganegaraan.5 

 

Anak memiliki hak atas kehidupan, hak untuk mempertahankan hidup, dan 

hak untuk meningkatkan kualitas hidupnya. Hal ini menunjukkan bahwa negara 

telah mengakui eksistensi dan perlunya perlindungan terhadap hak anak sejak 

awal kehidupan. 

Lebih dari itu, Undang-Undang ini juga menegaskan bahwa anak memiliki 

hak untuk mendapatkan perlindungan dari segala bentuk kekerasan baik fisik 

maupun psikis, penelantaran, penganiayaan, serta eksploitasi, baik dalam bentuk 

                                                             
5 Junaidi Junaidi, “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak di Indonesia,” Journal of 

Law, Society, and Islamic Civilization 8, no. 1 (2021): 1, 

https://doi.org/10.20961/jolsic.v8i1.48698. hlm 7 
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seksual maupun ekonomi. Perlindungan ini berlaku dalam berbagai lingkungan, 

mulai dari keluarga, sekolah, hingga masyarakat secara luas. 

Selain itu, Undang-Undang Hak Asasi Manusia juga memberi perhatian 

khusus kepada anak-anak yang memiliki kebutuhan khusus, seperti anak 

penyandang disabilitas. Negara berkewajiban memastikan bahwa anak-anak 

dengan disabilitas mendapatkan perawatan yang layak, pendidikan, pelatihan, 

serta bantuan khusus yang diperlukan guna menjamin kehidupan yang 

bermartabat. Di samping itu, negara juga perlu mendukung agar mereka dapat 

berpartisipasi secara aktif dalam kehidupan sosial, bermasyarakat, berbangsa, dan 

bernegara. 

perlindungan anak yang terkandung dalam UU HAM tersebut kemudian 

menjadi dasar hukum dan pijakan utama bagi lahirnya regulasi yang lebih spesifik 

dan komprehensif, yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang 

Perlindungan Anak, yang kemudian diperbaharui dan diperkuat melalui Undang-

Undang Nomor 35 Tahun 2014. Undang-undang ini hadir sebagai bentuk 

tanggung jawab negara dalam memberikan perlindungan hukum yang lebih 

menyeluruh terhadap anak, tidak hanya dari segi pencegahan, tetapi juga dalam 

aspek penanganan, pemulihan, serta pemenuhan hak-hak anak. 

Definisi anak secara normatif,sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka 1 

Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.  

 

“Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, 

termasuk di dalam kandungan.” 
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Anak memiliki harkat dan martabat sebagai manusia. Perlindungan anak 

dilakukan untuk memastikan anak dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. 

Serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi 6 

Secara sosiologis, anak merupakan bagian dari masyarakat yang berada 

dalam posisi rentan, baik karena kondisi fisik, psikis, ketergantungan secara 

ekonomi, maupun keterbatasan sosial. Anak belum memiliki kemampuan penuh 

untuk melindungi dirinya sendiri dari berbagai bentuk ancaman, baik di dalam 

keluarga, sekolah, maupun lingkungan masyarakat. Oleh karena itu, anak sangat 

membutuhkan perlindungan dari semua pihak.7 

Namun, fakta dilapangan masih menunjukkan bahwa kekerasan terhadap 

anak masih tinggi. Berdasarkan data kekerasan terhadap anak di Indonesia Tahun 

2024 yang di Input melalui website siga.kemenpppa, tercatat total kasus sebagai 

berikut; 

a. Kekerasan fisik: 4.890 kasus 

b.  Kekerasan Psikis: 4.890 kasus  

c. Kekerasan Seksual: 11.771 kasus (jumlah tertinggi) 

d. Ekploitasi anak:279 kasus  

Angka ini menunjukkan bahwa anak-anak masih menjadi kelompok yang rentan 

menjadi korban, terutama kekerasan seksual yang mencapai angka tertinggi.  

Perlindungan anak dalam ranah hukum merupakan rangkaian tindakan yang 

bertujuan untuk memastikan dan memenuhi hak-hak anak, agar mereka dapat 

                                                             
6 Ahmed Saleh, Hukum Perlindungan Anak, ed. oleh Ade Arif Firmansyah (Bandar 

Lampung: Pustaka Media, 2020). hlm 1 
7 Ana Suheri, “Kajian Sosiologi Hukum Terhadap Efektivitas Perlindungan Anak Melalui 

Pendidikan Dalam Keluarga,” Jurnal Sociopolitico Jurnal Sociopolitico 6 (2024). Hlm 2 
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hidup, tumbuh, berkembang, serta berpartisipasi secara maksimal dengan tetap 

menjunjung tinggi harkat dan martabat kemanusiaannya. Hal ini sejalan dengan 

ketentuan yang tercantum dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 35 

Tahun 2014, yang menjelaskan bahwa  

“perlindungan anak merupakan segala kegiatan untuk menjamin dan 

melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, 

dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat 

kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan 

diskriminasi.” 

 

Bentuk upaya yang dilakukan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak dalam 

berbagai aspek, baik fisik, mental, sosial, maupun hukum. 

Perlindungan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak tidak hanya 

bersifat umum, tetapi juga secara khusus ditujukan bagi anak yang berada dalam 

kondisi atau situasi rentan yaitu perlindungan khusus pada pasal 1 angka 15 yang 

dimaksud ialah  

“Perlindungan Khsusus adalah suatu bentuk perlindungan yang diterima 

oleh Anak dalam situasi dan kondisi tertentu untuk mendapatkan jaminan 

rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam 

tumbuh kembangnya”  

 

Perlindungan khusus diberikan kepada anak-anak yang berada dalam 

kondisi yang berpotensi membahayakan keselamatan fisik, mental, maupun jiwa 

mereka. Oleh karena itu, negara, pemerintah daerah, serta seluruh unsur 

masyarakat memiliki kewajiban untuk melakukan intervensi secara lebih serius, 

terarah, dan berkelanjutan. Adapun kelompok anak yang berhak memperoleh 

perlindungan khusus ini meliputi beberapa kategori, antara lain: 

1. Anak dalam situasi darurat  

2. Anak yang berhadapan dengan hukum  

3. Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi  
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4. Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan atau seksual,  

5. Anak yang menjadi korban penyelahgunaan narkotika, alkohol, 

psikotropika, dan zat adiktif lainnya 

6. Anak yang menjadi korban pornografi  

7. Anak dengan HIV/AIDS,  

8. Anak korban penculikan, penjualan dan/atau perdagangan,  

9. Anak korban kekerasan fisik dan /atau psikis,  

10. Anak korban kejahatan seksual 

11. Anak korban jaringan terorisme,  

12. Anak penyandang disablitas,  

13. Anak korban perlakuan salah dan pelantaran,  

14. Anak dengan perilaku sosial menyimpang,  

15. Anak yang menjadi korban stigmasi dari pelabelan terkait dengan 

kondisi orang tuanya. 

 

Dalam konteks perlindungan khusus bagi anak, penulis secara khusus 

memfokuskan perhatian pada anak yang menjadi korban kekerasan fisik dan/atau 

psikis. Kekerasan terhadap anak, baik yang bersifat fisik maupun psikis, 

merupakan bentuk pelanggaran serius terhadap hak anak yang berdampak 

langsung pada tumbuh kembangnya, baik secara mental, emosional, maupun fisik. 

Anak yang mengalami kekerasan tidak hanya menghadapi luka secara fisik, tetapi 

juga trauma mendalam yang dapat mempengaruhi masa depannya. 

Fokus pada isu ini didasarkan pada fakta bahwa kekerasan terhadap anak 

masih sering terjadi, bahkan di lingkungan yang seharusnya menjadi tempat 

paling aman bagi anak, seperti keluarga, sekolah, dan masyarakat. Oleh karena 

itu, diperlukan upaya perlindungan yang lebih kuat, terpadu, dan berkelanjutan 

dari pemerintah, pemerintah daerah, serta seluruh elemen masyarakat untuk 

mencegah, menangani, dan memulihkan anak-anak dari dampak kekerasan 

tersebut. 

Kedudukan anak sebagai generasi muda yang akan meneruskan cita-cita 

luhur bangsa, calon-calon pemimpin bangsa di masa mendatang dan sebagai 
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sumber harapan bagi generasi terdahulu, perlu mendapatkan kesempatan yang 

seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar baik secara Rohani, 

jasmani. Anak harus mempunyai hak dilindungi dan berbuat baik, pembahasan 

mengenai anak dan perlindungannya tidak pernah berhenti sepanjang Sejarah 

kehidupan. 8 

Melindungi anak-anak Indonesia berarti menjaga potensi sumber daya 

manusia dan mengembangkan selutuh penduduk Indonesia menuju Masyarakat 

yang adil dan Makmur secara spiritual.9 Perlindungan anak merupakan usaha dan  

kegiatan seluruh pemerintah maupun Masyarakat dalam berbagai kedudukan dan 

peranan yang menyadari betul pentingnya anak bagi nusa dan bangsa di kemudian 

hari. Perlindungan hak-hak anak pada hakikatnya menyangkut langsung 

pengaturan dalam perundang-undangan. Kebijaksanaan, usaha dan kegiatan yang 

menjamin terwjudnya perlindungan hak-hak anak.10  

Dalam rangka menjamin terpenuhinya hak-hak anak dan mendukung 

pelaksanaan kebijakan perlindungan anak secara nasional, Undang-Undang 

Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, khususnya pada Pasal 20, 

menegaskan bahwa pemerintah daerah memiliki kewajiban dan tanggung jawab 

untuk melaksanakan serta mendukung kebijakan nasional dalam penyelenggaraan 

perlindungan anak di daerah. Artinya, perlindungan anak bukan hanya menjadi 

urusan pemerintah pusat, tetapi juga menjadi tanggung jawab yang melekat pada 

                                                             
8 Maidin Gultom, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana 

Anak di Indonesia, ed. oleh Aep Gunarsa (Bandung: PT Refika Aditama, 2013). hlm 33 
9 Nabilla Suci Ramadhani dkk, “Hak Asasi Manusia Terhadap Anak Nabilla,” IJEDR: 

Indonesian Journal of Education and Development Research 2, no. 1 (2024), 
https://doi.org/https://doi.org/10.57235/ijedr.v2i1.1567. hlm 2 

10 Maidin Gultom, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana 

Anak di Indonesia., Loc Cit  
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pemerintah daerah untuk diterjemahkan ke dalam kebijakan dan program-program 

pembangunan di wilayahnya masing-masing. 

Komitmen pemerintah daerah dalam melaksanakan perlindungan anak 

tersebut dapat diwujudkan melalui upaya membangun Kabupaten/Kota Layak 

Anak (KLA), sebagaimana disebutkan dalam Pasal 21 ayat (5). Pembangunan 

KLA menjadi instrumen strategis bagi pemerintah daerah untuk mengintegrasikan 

perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak ke dalam seluruh aspek pembangunan 

daerah. Melalui kebijakan Kota Layak Anak, pemerintah daerah tidak hanya 

menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, ramah, dan inklusif bagi anak, 

tetapi juga memastikan bahwa hak-hak anak terlindungi dari berbagai bentuk 

kekerasan, eksploitasi, diskriminasi, dan penelantaran. 

Lebih lanjut, ketentuan mengenai pelaksanaan kebijakan KLA diatur secara 

lebih rinci dalam Peraturan Presiden, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 21 

ayat (6). Ketentuan ini menunjukkan bahwa pembangunan KLA tidak bersifat 

sukarela atau opsional, tetapi merupakan bagian integral dari kewajiban hukum 

pemerintah daerah dalam menjalankan perlindungan anak. Peraturan Presiden 

tersebut menjadi acuan teknis dan operasional bagi pemerintah daerah dalam 

merancang kebijakan, strategi, serta pelaksanaan program-program yang 

mendukung terwujudnya kabupaten/kota yang layak anak. 

Dengan demikian, ketiga ayat tersebut memberikan landasan hukum yang 

kuat bahwa perlindungan anak adalah tanggung jawab yang bersifat komprehensif 

dan berkelanjutan, yang tidak hanya berada di tingkat pusat tetapi harus menjadi 

prioritas utama di tingkat daerah. Penyelenggaraan KLA menjadi representasi 
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nyata dari tanggung jawab pemerintah daerah untuk menjamin terpenuhinya hak-

hak anak sebagai bagian dari komitmen bangsa dalam melindungi generasi 

penerus secara menyeluruh dan berkelanjutan. 

Peraturan Presiden yang dimaksud ialah Peraturan Presiden Republik 

Indonesia Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kota Layak Anak. Pada pasal 

1 angka 2  

”Kabupaten/Kota Layak Anak yang selanjutnya disingkat KLA adalah 

kabupaten/kota dengan sistem pembangunan yang menjamin pemenuhan 

hak Anak dan perlindungan khusus Anak yang dilakukan secara terencana, 

menyeluruh, dan berkelanjutan.” 

 

Kebijakan Kebijakan Kota Layak Anak menjadi pedoman penyelenggaraan Kota 

Layak Anak bagi kementerian/lembaga, pemerintah daerah provinsi, dan 

pemerintah daerah kabupaten/kota untuk mempercepat terwujudnya Indonesia 

layak Anak yang bertujuan untuk mewujudkan kabupaten/kota di seluruh 

Indonesia menjadi Kota Layak Anak.  

 Dalam memberikan lingkungan yang ramah untuk anak, sebagaimana di 

dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021 tentang 

Kebijakan Kota Layak Anak di dalam pasal 2 huruf a “ kebijakan KLA bertujuan 

untuk mewujudkan kabupaten / kota di seluruh Indonesia menjadi KLA”. 

Kemudian diatur di dalam pasal 8;  

A. Pemerintah Daerah Kabupaten/kota menyelenggarakan KLA 

B. Penyelenggaraan KLA sebagaimana dimaksud diatur dengan Peraturan 

Daerah 

 Pasal 7 ayat (2) pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 

Tahun 2021 memberikan ketetuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Kota 
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Layak Anak diatur dengan Peraturan Menteri, yaitu Peraturan Menteri 

pemberdayaan Perempuan perlindungan anak Nomor 12 Tahun 2022 tentang 

Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak. 

 Peraturan Menteri pemberdayaan Perempuan perlindungan anak Nomor 

12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak sebagai 

pedoman bagi pemerintah daerah Provinsi, pe$me$rintah dae$rah kabu$pate$n/kota, 

se$rta masyarakat dalam pe$laksanaan Ke$bijakan Kabu$pate$n/Kota Layak Anak 

(KLA). Sebagaimana pada pasal 17 ayat (6) menyebutkan “RAD KLA ditetapkan 

dalam peraturan daerah tentang penyelenggaraan KLA”. secara tegas mewajibkan 

pemerintah daerah membuat Peraturan Daerah tentang penyelenggaraan Kota 

Layak Anak.  

Rencana Aksi Daerah (RAD) Kota Layak Anak (KLA) adalah rencana 

resmi yang dibuat oleh Pemerintah Kota Jambi sebagai panduan dalam 

mewujudkan Kota Jambi yang ramah dan layak untuk anak. RAD KLA berisi 

tujuan, strategi, program, dan kegiatan yang akan dilakukan untuk menjamin 

anak-anak di Kota Jambi mendapatkan haknya, terlindungi, dan bisa tumbuh serta 

berkembang dengan baik. 

RAD ini menjadi dokumen penting yang memiliki kekuatan hukum 

setelah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 3 Tahun 2024 

tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak. Dengan adanya Perda ini, semua 

rencana dan program yang ada dalam RAD KLA harus dilaksanakan oleh 

pemerintah daerah, perangkat daerah, dan semua pihak yang terlibat. 
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Isi dari RAD KLA meliputi berbagai program, seperti penyediaan ruang 

bermain yang aman, pelayanan kesehatan untuk anak, pendidikan yang ramah 

anak, serta perlindungan bagi anak dari kekerasan dan eksploitasi. Selain itu, 

dalam RAD juga dijelaskan siapa saja yang bertanggung jawab melaksanakan 

program tersebut, dari tingkat pemerintah, masyarakat, hingga dunia usaha. 

Peraturan Daerah ini juga mewajibkan seluruh dinas dan instansi di Kota 

Jambi untuk memasukkan program-program yang mendukung hak anak ke dalam 

rencana kerja mereka. Semua pihak juga harus ikut serta melakukan pemantauan 

dan evaluasi secara rutin untuk memastikan bahwa program-program tersebut 

berjalan dengan baik dan memberikan manfaat untuk anak-anak di Kota Jambi. 

Dengan adanya Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 3 Tahun 2024, 

Pemerintah Kota Jambi menunjukkan keseriusannya dalam mewujudkan Kota 

Layak Anak. Melalui RAD KLA, seluruh program dan kegiatan yang mendukung 

hak anak menjadi bagian penting dari pembangunan di Kota Jambi, sehingga 

anak-anak dapat hidup lebih aman, sehat, bahagia, dan memiliki masa depan yang 

lebih baik. 

Be$rdasarkan hal ini ju$ga diwu$ju$dkan ole$h pe$me$rintah Kota Jambi me$lalu $i 

Pe$ratu$ran Dae$rah Kota Jambi Nomor 3 Tahu$n 2024 te$ntang Pe$nye$le$nggaraan Kota 

Layak Anak yang salah satu$nya diwu$ju$dkan de$ngan me$mbe$rikan pe$rlinu$dngan 

khu$su$s anak yang le$bih lanju$t diatu$r dalam Pasal 12 hu$ru$f a sampai hu$ru$f h yang 

me$ngatu$r me$nge$nai be$ntu$k pe$nye$le$nggaraan pe$rlindu$ngan khu$su$s anak me$lipu$ti: 

a. pelayanan bagi anak korban kekerasan dan ekploitasi  

b. anak yang dibebaskan dari pekerja anak dan bentuk-bentuk pekerjaan 

terburuk untuk anak  
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c. pelayanan bagi anak korban pornografi, Narkotika, Psikotropika, dan 

zat adiktif lainnya, dan terinfeksi HIV-AIDS  

d. Pelayanan bagi anak korban bencana dan konflik  

e. Pelayanan bagi anak penyandang disabilitas kelompok minoritas dan 

terisolasi  

f. Pelayanan bagi anak dengan perilaku sosial menyimpang 

g. Penyelesaian kasus anak yang berhadapan dengan hukum melelui 

diversi (khusus pelaku): dan  

h. Pelayanan bagi anak korban jaringan terorisme dan stigmasi akibat 

dari pelabelan terkait dengan kondisi orang tuanya.  

 

Meskipun regulasi mengenai perlindungan anak telah ditetapkan, 

kenyataannya di Kota Jambi kasus kekerasan terhadap anak masih terus terjadi. 

Berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat, 

Perempuan, dan Perlindungan Anak Kota Jambi, tercatat bahwa sepanjang periode 

Januari hingga Oktober 2024, terdapat 83 kasus kekerasan terhadap anak. Adapun 

rincian jenis kekerasan tersebut meliputi: 

a 18 kasus kekerasan fisik, 

b 7 kasus kekerasan psikis, 

c 28 kasus kekerasan seksual, 

d 23 kasus penelantaran, dan 

e 7 kasus bullying atau kenakalan remaja. 

Data ini menunjukkan bahwa meskipun berbagai upaya pencegahan dan 

perlindungan telah dilakukan, anak-anak di Kota Jambi masih menghadapi 

berbagai bentuk kekerasan dan perlakuan yang tidak layak. Oleh karena itu, 

diperlukan upaya yang lebih intensif, kolaboratif, dan berkelanjutan dari seluruh 

elemen pemerintah, masyarakat, dunia usaha, dan keluarga untuk benar-benar 

mewujudkan lingkungan yang aman, ramah, dan layak bagi anak. 
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 Hal ini me$nandakan pe$rlu$nya pe$ningkatan pe$ngawasan dan pe$rbaikan 

dalam pe$laksanaan program pe$rlindu$ngan anak, te$rmasu$k u$paya le$bih lanju$t 

dalam pe$nce$gahan, pe$nanganan kasu$s, se$rta pe$mbe$rdayaan masyarakat u$ntu$k 

me$nciptakan lingku$ngan yang le$bih aman bagi anak-anak di Kota Jambi. Dalam 

Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Kota Layak 

Anak di mandatkan kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan 

Perlindungan Anak melalui Peraturan tersebut untuk me$njalankan tu$gasnya, Dinas 

Pe$mbe$rdayaan Masyarakat, Pe$re$mpu$an, dan Pe$rlindu$ngan Anak Kota Jambi tidak 

be$ke$rja se$ndiri, me$lainkan me$libatkan be$rbagai Satu$an Ke$rja Pe$rangkat Dae$rah, 

foru$m-foru$m, se$rta be$rbagai inovasi yang mu$ncu$l u$ntu$k be$rsama-sama 

me$ndu$ku$ng u$paya pe$rlindu$ngan anak. 

U$ntu$k pe$nanganan pe$layanan te$rhadap anak korban ke$ke$rasan dan 

e$ksploitasi, Dinas Pe$mbe$rdayaan Masyarakat, Pe$re$mpu$an, dan Pe$rlindu$ngan Anak 

me$ngoordinasikan be$rbagai Satu$an Ke$rja Pe$rangkat Dae$rah (SKPD) dan instansi 

te$rkait, se$pe$rti Dinas Sosial, Dinas Pe$ndidikan, Dinas Ke$se$hatan, Balai 

Pe$masyarakatan, Ke$polisian Re$sor Kota Jambi, se$rta Le$mbaga Pe$rlindu$ngan Anak 

Kota Jambi. 

Be$rdasarkan hal te$rse$bu$t diatas, pe$nu$lis te$rtarik u$ntu$k me$ne$liti le$bih lanju$t 

te$ntang pe$nye$le$nggaraan pe$rlindu$ngan khu$su$s pada pe$layanan bagi anak korban  

ke$ke$rasan u$ntu$k me$wu$ju$dkan kota layak anak di Kota Jambi, dan bagaimana 

ke$we$nangan-ke$we$ngan Le$mbaga te$rkait dalam pe$nye$le$nggaraan pe$rlindu$ngan 

khu$su$s u$ntu$k me$wu$ju$dkan kota layak anak. Me$ngingat bahwa te$rjadi pe$ningkatan 

yang cu$ku$p siginifikasi dari kasu$s ke$ke$rasan te$rhadap anak di Kota Jambi. 
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Se$hingga pe$nu$lis u$ntu$k me$ne$liti le$bih lanju$t me$nge$nai se$jau$h mana 

pe$nye$le$nggaraan pe$rlindu$ngan khu$su$s dalam me$wu$ju$dkan kota layak anak di 

Kota Jambi, bagaimana ke$we$nangan dan me $kanisme $  Le$mbaga te$rkait dan 

me$kanisme $ dalam pe$nye$le$nggaraan pe$rlindu$ngan khu$su$s u$ntu$k me$wu$ju$dkan kota 

layak anak. Be$rdasarkan alasan te$rse$bu$t pe$rnu$lis te$rtarik dalam me$mbu$at 

pe$ne$litian ilmiah yang akan pe$nu$lis tu$angkan dalam karya tu$lis ilmiah Proposal 

Skripsi de$ngan ju$du$l “FUNGSI PEMERINTAH DAERAH DALAM 

MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM KHUSUS TERHADAP 

ANAK MELALUI KEBIJAKAN KOTA LAYAK ANAK .” 

B. Rumusan Masalah  

Adapu$n pe$rmasalahan yang akan dite$liti dalam skripsi ini adalah se$bagai 

be$riku$t:  

1. Bagaimana ke$we$nangan Le$mbaga yang te$rkait dalam me$mbe$rikan  

Pe$rlindu$ngan Khu$su$s te$rhadap anak? 

2. Bagaimana me$kanisme$ pe$rlindu$ngan khsu$su$s te$rhadap anak? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Be$rdasarkan latar be$lakang dan ru$mu$san masalah yang te$lah dite$tapkan 

maka tu$ju$an pe$ne$litian ini adalah:  

1. U$ntu$k me$nge$tahu$i bagaimana ke$we$ngan Le$mbaga te$rkait dalam  

Pe$rlindu$ngan Khu$su$s Dalam Me$wu$ju$dkan Kota Layak Anak di Kota 

Jambi  
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2. U$ntu$k me$nge$tahu$i se$pe$rti apa me$kanisme$ Le$mbaga te$rkait dalam 

pe$laksanaan kota layak anak di Kota Jambi 

D. Manfaat Penelitian  

Pe$ne$litian ini diharapkan dapat me$mbe$rikan manfaat baik dari se$gi te$oritis 

mau$pu$n praktis, di mana manfaat te$rse$bu$t me$lipu$ti: 

1. Manfaat te$oritis, pe$ne$litian ini diharapkan dapat me$mbe$rikan su$mbangan 

dan pe$rke$mbangan ilmu$ pe$nge$tahu$an, khu$su$snya di Faku$ltas Hu$ku $m 

U$nive$rsitas Jambi, de$ngan kaitannya te$rhadap pe$nye$le$nggaraan kota layak 

anak di kota jambi. Pe$ne$litian ini dapat me$mbe$rikan pe$mahaman yang 

le$bih lu$as me$nge$nai pe$laksanaan pe$nye $le$nggaraan Kota Layak Anak. 

Hasil pe$ne$litian diharapkan dapat me$mpe$rkaya lite$ratu$r di bidang ilmu $ 

hu$ku$m se$rta be$rkontribu$si pada pe$nge$mbangan rise$t le$bih lanju$t dalam 

bidang administrasi ne$gara pada bidang Hu$ku$m Administrasi Ne$gara. 

2. Manfaat praktis, pe$ne$litian ini diharapakan dapat be$rmanfaat bagi pe$ne$liti 

se$ndiri, pe$me$rintah kota jambi yang dapat be$rmanfaat dalam 

pe$nye$le$nggaraan kota layak anak di kota jambi. 

 

E. Kerangka Konseptual 

De$finisi atau$ Batasan te$rhadap konse$p konse$p yang te$rdapat dalam ju$du $l 

skripi ini u$ntu$k me$nghindari pe$nafsiran yang be$rbe$da-be$da dalam me$ngartikan 

istilah yang digu$nakan dalam pe$ne$litian ,se$bagai be$riku$t: 
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1. Pe$me$rintah Dae$rah  

Pe$me$rintah Dae$rah adalah ke$pala dae$rah se$bagai u$nsu$r 

pe$nye$le$nggara pe$me$rintahan dae$rah yang me$mimpin pe$laksanaan 

u$ru$san pe$me$rintahan yang me$njadi ke$we$nangan dae$rah otonom. 

2. Pe$rlindu$ngan Hu$ku$m  

Pe$rlindu$ngan hu$ku$m me$nu$ru$t Phlipu$s M. Hadjon adalah pe$rlindu$ngan 

akan harkat dan martabat, se$rta pe$ngaku$an te$rhadap hak-hak asasi manu$sia 

yang me$miliki ole$h su$bje$k hu$ku$m be$rdasarkan ke$te$tu$an hu$ku$m dari 

ke$se$we$nangan.  

3. Anak  

Anak adalah se$se$orang yang be$lu$m be$ru$sia 18 (de$lapan be$las) tahu$n, 

te$rmasu$k anak yang masih dalam kandu$ngan.  

4. Pe$rlindu$ngan Anak  

Pe$rlindu$ngan anak adalah se$gala ke$giatan u$ntu$k me$njamin dan 

me$lindu$ngi anak dan hak-haknya agar dapat hidu$p, tu$mbu$h, be$rke$mbang, 

dan be$rpatisipasi se$cara optimal se$su$ai de$ngan harkat dan martabat 

ke$manu$siaan, se$rta me$ndapat pe$rlindu$ngan dari ke$ke$rasan diskriminasi.  

 

F. Landasan Teori  

Landasan te$ori yang dijadikan ke$rangka pe$mikiran te$oritis dalam pe$ne$litian 

skripsi ini adalah se$bagai be$riku$t: 

1. Te$ori Pe$rlindu$ngan hu$ku$m  
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Pe$nge$rtian pe$rlindu$ngan me$ngacu$ pada pasal 1 angka 8 U$ndang-

u$ndang Nomor 31 Tahu$n 2014 te$ntang pe$rlindu$ngan Saksi dan Korban 

me$ne$ntu$kan bahwa: 

Pe$rlindu$ngan adalah se$gala U$paya pe$me$nu$han hak dan pe$mbe$rian 

bantu$an u$ntu$k me$mbe$rikan rasa aman ke$pada saksi dan/atau$ Korban 

yang wajib dilaksanakan ole$h LPSK atau$ Le$mbaga lainnya se$su $ai 

de$ngan ke$te$tu$an U$ndang-u$ndang ini.  

 

Se$lanju$tnya, pe$rlindu$ngan hu$ku$m me$nu$ru$t Ishaq, bahwa: 

Pe$rlindu$ngan hu$ku$m diartikan se$bagai pe$rlindu$ngan de$ngan 

me$nggu$nakan sarana hu$ku$m atau$ pe$rlindu$ngan yang dibe$rikan ole $h 

hu$ku$m,ditu$ju$kan ke$pada pe$rlindu$ngan te$rhadap ke$pe$ntingan yang 

pe$rlu$ dilindu$ngi,yaitu$ de$ngan me$njadikan ke$pe$ntingan yang pe$rlu $ 

dilindu$ngi te$rse$bu$t dalam se$bu$ah hak hu$ku$m.11 

 

Fu$ngsi hu$ku$m dalam hal pe$rlindu$ngan adalah u$ntu$k me$nciptakan 

kondisi yang me$ndu$ku$ng dan me$maju$kan martabat manu$sia, se$rta 

me$mu$ngkinkan individu$ me$njalani hidu$p de$ngan layak se$su$ai de$ngan harkat 

dan martabatnya be$rdasarkan ke$te$ntu$an hu$ku$m yang be$rlaku$. 

Pe$rlindu$ngan hu$ku$m adalah u$paya u$ntu$k me$lindu$ngi su$bje$k hu$ku $m 

me$lalu$i pe$ratu$ran pe$ru$ndang-u$ndangan yang be$rlaku$, yang pe$ne$rapannya 

diwajibkan de$ngan adanya sanksi. Pe$rlindu$ngan hu$ku$m ini te$rbagi me$njadi 

du$a je$nis, yaitu$: 

 

a. Pe$rlindu$ngan Hu$ku$m Pre$ve$ntif 

Pe$rlindu$ngan yang dibe$rikan ole$h pe$me$rintah de$ngan tu$ju$an u$ntu$k 

me$nce$gah se$be$lu$m te$rjadinya pe$langgaran. Hal ini te$rdapat dalam 

pe$ratu$ran-u$ndangan de$ngan maksu$d u$ntu$k me$nce$gah su$atu$ 

pe$langgaran se$rta me$mbe$rikan rambu$-rambu$ atau$ batasan-batasan 

dalam me$laku$kan su$atu$ ke$wajiban  

                                                             
11 ishaq, Dasar-dasar Ilmu Hukum (Jakarta: Sinar Grafika, 2009). hlm 52 
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b. Pe$rlindu$ngan Hu$ku$m Re$pre$sif 

Pe$rlindu$ngan hu$ku$m re$pre$sif me$ru$pakan pe$rlindu$ngan akhir 

be$ru$pa sanksi se$pe$rti de$nda, pe$nje$ra, dan hu$ku$man tambahan yang 

dibe$rikan apabila su$dah te$rjadi se$ngke$ta atau$ te$lah dilaku$kan su$atu $ 

pe$langgaran.  

Hu$ku$m be$rpe$ran u$ntu$k me$lindu$ngi ke$pe$ntingan manu$sia, se$hingga 

agar ke$pe$ntingan te$rse$bu$t te$rjamin, hu$ku$m haru$s dite$rapkan de$ngan 

profe$sional. Prose$s pe$ne$gakan hu$ku$m dapat be$rlangsu$ng de$ngan te$rtib, 

damai, dan te$ratu$r. Ole$h kare$na itu$, hu$ku$m yang te$lah dilanggar haru $s 

dite$gakkan me$lalu$i u$paya pe$ne$gakan hu$ku$m. 

Me$nu$ru$t philipu$s M. Hadjon, bahwa sarana pe$rlindu$ngan Hu$ku$m ada 

du$a macam, yaitu$ 

 

1. Sarana Pe$rlindu$ngan Hu$ku$m Pre$ve$ntif  

Pada pe$rlindu$ngan hu$ku$m pre$ve$ntif ini su$bye$k hu$ku$m dibe$rikan 

ke$se$mpatan u$ntu$k me$ngaju$kan ke$be$ratan atau$ pe$ndapatnya 

se$be$lu$m su$atu$ Ke$pu$tu$san pe$me$rintah me$ndapat be$ntu$k yang 

de$fintif. Tu$ju$annya adalah me$nce$gah te$rjadinya se$ngke$ta 

pe$rlindu$ngan hu$ku$m pre$ve$ntif sangat be$sar artinya bagi tindak 

pe$me$rintahan yang didasarkan ke$be$basan be$rtindak kare$na de$ngan 

adanya pe$rlindu$ngan hu$ku$m yang pe$rve$ntif pe$me$rintah te$rdorong 

u$ntu$k be$rsifat hati-hati dalam me $ngambil Ke$pu$tu$san yang 

didasarkan pada diskre$si. 

 

2. Sarana Pe$rlindu$ngan Hu$ku$m yang Re$pre$sif  

Pe$rlindu$ngan Hu$ku$m yang re$pre$sif be$rtu$ju$an u$ntu$k me$nye$le$saikan 

se$ngke$ta, pe$nanganan pe$rlindu$ngan hu$ku$m ole$h pe$ngadilan u$mu $m 

dan pe$ngadilan Adminitrasi di Indone$sia te$rmasu$k. Kate$gori 

pe$rlindu$ngan hu$ku$m ini. Prinsip pe$rlindu$ngan hu$ku$m te$rhadap 

Tindakan pe$me$rintah be$rtu$mpu$h dan be$rsu$mbe$r dari konse $p 

te$ntang pe$ngaku$an dan pe$rlindu$ngan te$rhadap hak-hak asasi 

manu$sia kare$na me$nu$ru$t Se$jarah dari barat, lahirnya konse$p- 

konse$p te$ntang pe$ngaku$an dan pe$rlindu$ngan te$rhadap hak-hak 

asasi manu$sia diarahkan ke$pada pe$mbatasan pe$mbatasan dan 



22 
 

pe$le$takan ke$wajiban Masyarakat dan pe$me$rintah. Prinsip ke$du $a 

yang me$ndasari pe$rlindu$ngan hu$ku$m te$rhadap tindak 

pe$me$rintahan adalah prinsip ne$gara hu$ku$m. Dikaitkan de$ngan 

pe$ngaku$an dan pe$rlindu$ngan te$rhadap hak-hak asasi manu$sia, 

pe$ngaku$an dan pe$rlindu$ngan te$rhadap hak-hak asasi manu$sia 

me$ndapat te$mpat u$tama dan dapat diartikan de$ngan tu$ju$an dari 

ne$gara hu$ku$m.12  

 

 

 

2. Te$ori ke$we$nangan  

Ke$we$nangan me$nu$ru$t Miriam Bu$diarjo ialah ke$ku$asaan yang 

be$rbadan hu$ku$m, ke$cakapan dalam me$laksanakan Tindakan hu$ku$m, yang 

mana Tindakan ini dilaksanakan de$ngan maksu$d me$nimbu$lkan akibat 

hu$ku$m, dan me$lipu$ti hal-hal yang le$nyap dan timbu$lnya akibat hu$ku $m 

te$rte$ntu$. Hak yang be$rmakna ke$be$basan dalam me$laksanakan atau$ tidak 

me$laksanakan tindikan te$rte$ntu$ atau$ me$nu$ntu$t pihak lain u$ntu$k me$laksanakn 

Tindakan te$rte$ntu$

13. De$ngan de$mikian, individu$ atau$ ke$lompok me$miliki 

atau$ dibe$ri ke$ku$asaan be$rdasarkan pe$rintah dan ke$pe$rcayaan dari pe$ngu$asa 

yang ke$mu$dian dilimpahkan tanggu$ng jawab ke$pada pihak te$rte$ntu$.  

Agar dapat me$laksanakan pe$rannya, dae$rah dibe$rikan ke$we$nangan 

yang maksimal, be$rsama de$ngan hak dan ke$wajiban u$ntu$k 

me$nye$le$nggarakan otonomi dae$rah dalam ke$rangka siste$m pe$me$rintahan 

ne$gara. U$ntu$k me$wu$ju$dkan tu$ju$an ne$gara te$rse$bu$t, dipe$rlu$kan du$ku$ngan 

be$ru$pa sarana, salah satu$nya adalah sarana hu$ku$m, khu$su$snya hu$ku $m 

                                                             
12 Philipus M. Hadjon, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia, sebuah studi 

tentang Prinsip prinsipnya, penanganannya oleh pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum 

Pembentukan Peradilan Adminitrasi (jakarta: Peradaban, 2007). hlm 30  
13 Fajlurrahman Juirdi, PENGANTAR HUKUM ADMINITRASI NEGARA, ed. oleh Muslim 

Haq M dkk, 1 ed. (jakara: KENCANA, 2023). hlm 45 
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administrasi ne$gara yang me$nu$ru$t Hu$isman me$ru$pakan bagian dari hu$ku $m 

pu$blik “Hu$ku$m yang me$ngatu$r tindakan pe$me$rintah dan me$ngatu$r 

hu$bu$ngan antara pe$me$rintah de$ngan warga ne$gara atau$ hu$bu$ngan antar 

organ pe$me$rintahan” 

Dalam me$ndapatkan ke$we$nangan ada tiga acara u$ntu$k me$mpe$role $h 

ke$we$nangan yaitu$: 

1. De$le$gasi adalah Pe$limpahan ke$we$nangan dari organ pe$me$rintah 

ke$pada individu$ atau$ le$mbaga pe$me$rintah te$rte$ntu$. Se$te$lah 

ke$we$nangan dibe$rikan, pe$milik ke$we$nangan baru$ be$rtanggu$ng 

jawab pe$nu$h te$rhadap akibat hu$ku$m yang timbu$l. 

2. Atribu$si adalah Pe$limpahan ke$we$nangan dari pe$mbu$at pe$ru$ndang-

u$ndangan ke$pada organ pe$me$rintahan. Ke$we$nangan ini me$le$kat 

pada organ pe$me$rintahan se$su$ai de$ngan jabatannya. 

3. Mandat adalah Ini bu$kan pe$limpahan ke$we$nangan, me$lainkan 

pe$mbe$rian ke$we$nangan ke$pada bawahan u$ntu$k me$mbu$at 

ke$pu$tu$san atas nama organ pe$me$rintahan yang me$mbe$rikan 

mandat. 

Pe$rbe$daan u$tama antara atribu$si dan de$le$gasi te$rle$tak pada de$le$gasi 

haru$s be$rdasarkan ke$te$ntu$an pe$ru$ndang-u$ndangan, yaitu$ de$le$gasi hanya 

dapat dilaku$kan jika diatu$r dalam pe$ratu$ran pe$ru$ndang-u$ndangan, se$me$ntara 

mandat haru$s me$mpe$rhatikan be$be$rapa syarat be$riku$t: 

1. Pe$rintah u$ntu$k me$laksanakan  

2. We$we$nang dapat se$waktu$-waktu$ dilaku$kan ole$h mandans 
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3. Tidak te$rjadi pe$ralihan tangu$ng jawab  

4. Tidak haru$s be$rdasarkan pe$ratu$ran  

5. Dapat te$rtu$lis mau$pu$n lisan14 

Be$rdasarkan ke$te$ntu$an Pasal 14 ayat (1) U$ndang-U$ndang Nomor 30 

Tahu$n 2014 Te$ntang Adminitrasi Pe$me$rintahan, badan dan/atau$ pe$jabat 

pe$me$rintahan me$mpe$role$h mandat apabila:15 

1. ditu$gaskan ole$h Badan dan/atau$ Pe$jabat Pe$me$rintahan diatasnya; 

dan 

2. me$ru$pakan pe$laksanaan tu$gas ru$tin. 

 

Se$cara ke$se$lu$ru$han, ke$we$nangan dalam le$mbaga pe$me$rintah be$rakar 

pada ke$rangka hu$ku$m positif yang be$rfu$ngsi u$ntu$k me$ngatu$r dan me$njaga 

fu$ngsi le $mbaga te$rse$bu$t dalam me$mbu$at ke$pu$tu$san yang sah dan be$nar. 

G. Orisinal Penelitian 

U$ntu$k me$njamin ke$aslian pe$ne$litian ini se$rta me$mpe$rmu$dah me$mahami 

pe$rbe$daan isu$ hu$ku$m yang te$liti dan di kaji dalam pe$ne$litian ini dibandingkan 

de$ngan pe$ne$litian te$rdahu$lu$:  

No  NAMA  JUDUL HASIL PERBEDAAN 

1 

 

 

 

 

De$wi Annisa, 

skripsi, 2018, 

U$nive$rsitas 

Islam Ne$ge$ri 

Syarif 

Hidayatu$llah 

Jakarta, 

 

 

 

Pe$ne$rapan 

pe$ratu$ran dae$rah 

Kota De$pok 

Nomor 15 

Tahu$n 2013 

Te$ntang Kota 

Layak Anak 

Te$rhadap 

Hu$ku$m Islam 

 

Dalam pe$ne$litian 

te$rse$bu$t 

me$nyinggu$ng 

imple$me$ntasi 

Pe$ratu$ran Dae$rah 

Kota De$pok 

te$ntang Kota 

Layak Anak te$lah 

dilaksanakan, 

me$skipu$n te$rdapat 

Dalam pe$ne$litan 

te$rse$bu$t foku$s nya 

pada imple$me$ntasi 

pe$ratu$ran kota 

de$pok te$ntang kota 

layak 

anak,se$dangkan 

pe$ne$litian foku$snya 

ke$te$rkaitan 

Le$mbaga te$rkait 

                                                             
14 Ade Kosasi dkk, Dinamika Hukum Adminitrasi Negara, ed. oleh J.T. Pareke (Bengkulu: 

Penerbit Vanda, 2017), http://repository.iainbengkulu.ac.id/. hlm, 33-34 
15 Ade Kosasi dkk, op, cit, hlm 31 
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2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Siti U$mi 

Ku$lsu$m, 

2022, 

U$nive$rsitas 

Islam Ne$ge$ri 

Su$ltan 

Mau$lana 

Hasanu$ddin 

Bante$n  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imple$me$ntasi 

ke$bijakan nomor 

6 tahu$n 2015 

te$ntang Kota 

Layak Anak 

me$nu$ru$t kajian 

fiqih siyasah 

(Stu$di di Dinas 

Pe$mbe$rdayaan 

Pe$re$mpu$an, 

Pe$rlindu$ngan 

Anak Dan 

Ke$lu$arga 

Be$re$ncana Kota 

Se$rang) 

faktor-faktor yang 

me$ndu$ku$ng dan 

me$nghambat 

pe$laksanaannya. 

 

 

 

 

 

 

 

Dalam pe$rspe$ktif 

Fiqih Siyasah, 

ke$bijakan Pe$rda 

No. 6 Tahu$n 2015 

te$ntang Kota 

Layak Anak 

dinilai te$lah 

se$jalan de$ngan 

prinsip-prinsip 

syariat Islam. 

 

se$pe$rti pe$ran 

OPD,Le$mbaga, 

intansi ve$rtikal  

dalam me$mbe$rikan 

pe$rlindu$ngan 

hu$ku$m u$ntu$k 

me$wu$ju$dkan kota 

layak anak  

 

 

 

 

Dalam pe$ne$litian 

te$rse$bu$t foku$snya 

pada imple$mne$tasi 

pe$ratu$ran,ke$mu$dian 

me$ngambil su$du$t 

pandang dari se$gi 

kajian syariat 

islam, se$dangkan 

pe$ne$litian ini 

be$rfoku$s pada  

 

H. Metode Penelitian  

Me$tode$ pe$ne$litian yang digu$nakan u$ntu$k me$nge$tahu$i dan me$mahami se$cara 

te$rpe$rinci isi dari de$skripsi ini maka pe$nu$lis me$ngu$raikan u$nsu$r-u$nsu$r se$bagai 

be$riku$t: 

1. Je$nis pe$ne$litian 

Je$nis pe$ne$litian yang digu$nakan dalam pe$ne$litian ini adalah pe$ne$;itian 

be$rdasarkan foku$s kajian pe$ne$litian yuridis normative dengan berdasarkan 

dan berpedoman pada peraturan-peraturan dan perundang-undangan yang 

berlaku dan sesuai dengan permasalahan hukum yang menjadi titik fokus 

dan dasar penelitian.  
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2. Pendekatan Penelitian  

Pendekatan penelitian yang dilakukan adalah pendekatan perundang-

undangan, dalam pendekatan ini memahami ketetuan dalam peraturan 

perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perlindungan 

anak dan pendekatan konseptual, pendekatan ini menggunakan konsep-

konsep hukum.  

3. Pengumpulan Bahan Hukum  

Penelitian ini menggunakan yuridis normative maka pengumpulan bahan 

hukum menggunakan bahan primier, sekunder, dan tersier dalam penunjang 

penjelasan pada penelitian ini, dengan penjelasan: 

a. Bahan hukum primier adalah bahan hukum yang terdiri dari 

peraturan perundang-undangan, dokumen yang resmi yang dibuat 

oleh Lembaga negara yang berwenang.16 Dalam bahan hukum 

primier yang digunakan adalah 

- Undang-undang Dasar 1945 

- Undang-undang Nomor 39 Tahun tentang Hak Asasi Manusia  

- Undang-undang Nomor 35 Tahun tentang Perlindungan Anak  

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah 

Daerah 

- Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 Tentang Kebijakan 

Kabupaten/Kota Layak Anak  

                                                             
16 Irwansyah, Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel, Edisi Revi 

(Yogyakarta: Mirra Buana Media, 2021). Hlm 101 



27 
 

- Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan 

Anak Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan 

Kabupaten/Kota Layak Anak  

- Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 7 Tahun 2019 Tentang 

Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan Dan Anak  

- Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 5 Tahun 2017 Tentang 

Penyelenggaraan Perlindungan Anak 

- Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 3 Tahun 2024 Tentang 

Penyelenggaraan Kota Layak Anak  

b. Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang membantu 

penelusuran hasil penelitian terdahulu dan untuk mendukung semua 

sumber data bahan primier,17 dalam penelitian ini menggunakan: 

- Literatur hukum seperti buku dan jurnal. 

- Dokrin atau pendapat para ahli yang berkaitan dengan penelitian 

ini.  

c. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum penunjang dari penjelasan 

bahan hukum primier dan sekunder.  

 

I. Sistematika Penulisan 

Dalam me $mpe$role$h gambaran se$cara le$bih je$las atas ke$se$lu$ru$han isi dan 

pe$mbahasan skripsi ini se$cara siste$matis, gu$na me$mpe$rmu$dah dalam hal 

                                                             
17  Ibid Hlm. 103 
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me$nghu$bu$ngkan antara bab yang satu$ de$ngan bab yang lainnya, maka disu$su$nlah 

siste$matika pe$nu$lisan skripsi yang dibagi ke$ dalam 4 (e$mpat) bab, yaitu$; 

BAB I        PENNDAHULUAN 

Bagian ini me$ru$pakan pe$ndahu$lu$an dari tu$lisan skripsi ini yang 

be$risikan u$raian te$ntang latar be$lakang pe$ne$litian, pe$ru$mu$san 

masalah, tu$ju$an pe$ne$litian, manfaat pe$ne$litian, me$tode $ 

pe$ne$litian, dan siste$matika pe$nu$lisan. 

BAB II      TINJAUAN PUSTAKA 

Bagian  ini be$risi u$raian me$nganai konse$p, te$ore$tis, asas  yang 

dijadikan landasan analisis pokok pe$rmasalahan me$nge$nai 

imple$me$ntasi Pe$ratu$ran Dae$rah Kota Jambi Nomor 3 Tahu $n 

2024 Te$ntang Pe$nye$le$nggaran Kota Layak Anak se$rta ke$ndala 

dalam pe$nye$le$nggaraan pe$rlindu$ngan khu$su$s te$rhadap kota 

layak anak  

BAB III     HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Bagian  ini me $nu$liskan te$ntang bagaimana ke$we$nangan, 

me$kanisme $ Dalam me$wu$ju$dkan Kota Layak Anak be$rdasarkan 

Pe$ratu$ran Dae$rah Provinsi Jambi Nomor 3 Tahu$n 2024 Te$ntang 

Pe$nye$le$nggaraan Kota Layak Anak me$kanisme$ pe$ngawasan dan 

pe$ne$gakakan hu$ku$m pe$me$rintah Kota Jambi Pe$ratu$ran Dae$rah 

Provinsi Jambi Nomor 3 Tahu$n 2024 Te$ntang Pe$nye$le$nggaraan 

Kota Layak Anak. 
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BAB IV       PENUTUP 

Bab pe$nu$tu$p yang me$ru$pakan bagian akhir dari pe$nu$lisan ini 

yang be$risikan ke$simpu$lan dan saran. 
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BAB II 

TINJAUAN UMUM FUNGSI PEMERINTAH DAERAH DALAM 

MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM  KHUSUS TERHADAP 

ANAK MELALUI KEBIJAKAN KOTA LAYAK ANAK  

A. Pemerintahan Daerah  

1. Pe$nge$rtian pe$me$rintah dae$rah 

Dalam Pasal 1 angka 8 U$ndang-U$ndang Pe$me$rintah Dae$rah Nomor 

23 Tahu$n 2014, de$se$ntralisasi diartikan se$bagai prose$s pe$nye$rahan 

ke$we$nangan dari pe$me$rintah pu$sat ke$pada dae$rah otonom u$ntu$k me$ngatu$r 

se$rta me$ngu$ru$s u$ru$san pe$me$rintahan, se$su$ai de$ngan siste$m Ne$gara Ke$satu$an 

Re$pu$blik Indone$sia. 

De$se$ntralisasi adalah pe$limpahan we$we$nang pe$me$rintahan Dae$rah 

me$ne$gaskan bahwa de$konse$ntralisasi adalah pe$limpahan 

we$we$nang pe$me$rintahan ole$h pe$me$rintahan ole$h pe$me$rintah 

ke$pada Gu$be$rnu$r  se$bagai wakil pe$me$rintahan dan/atau$ ke$pada 

intansi ve$rtikal di wilayah te$rte$ntu$. Indone$sia se$bagai ne$gara yang 

lu$as, maka di pe$rlu$kan su$b national gove$rnme$nt se$bagai u$nit 

pe$me$rintahan di Tingkat local (dae$rah) me$lalu$i be$rbagai be$ntu$k 

pe$nde$katan. 18 

 

Me$nu$ru$t Pasal 1 Ayat (2) U$ndang-U$ndang Nomor 23 Tahu$n 2014 

te$ntang Pe$me$rintah Dae$rah, yang dimaksu$d de$ngan pe$me$rintah dae$rah 

adalah pe$laksanaan u$ru$san pe$me$rintahan ole$h pe$me$rintah dae$rah dan DPRD 

be$rdasarkan prinsip otonomi se$rta tu$gas pe$mbantu$an, de$ngan te$tap me$ngacu $ 

pada prinsip Ne$gara Ke$satu$an Re$pu$blik Indone$sia yang te$rcantu$m dalam 

U$ndang-U$ndang Dasar 1945. 

Me$nu$ru$t Siswanto su$narno, bahwa; 

 Adapu$n pe$me$rintahan pu$sat yang se$lanju$tnya dise$bu$t pe$me$rintah 

adalah; Pre$side$n Re$pu$blik Indone$sia yang me$me$gang ke$ku$asaan 

                                                             
18 Jose Mario monteiro, Pemahaman Dasar Hukum Pemerintahan Daerah (Yogyakarta: 

pustaka yusitia, 2016). hlm 8  
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Pe$me$rintahan Ne$gara RI. Di samping itu$, pe$nye$le $nggara 

pe$me$rintah dae$rah adalah gu$be$rnu$r, bu$pati atau$ Walikota Jambi, 

dan pe$rangkat dae$rah,se$bagai u$nsu$r birokrasi yang ada di dae$rah 

me$lipu$ti tu$gas-tu$gas para ke$pala dinas, u$nit-u$nit ke$rja 

dilingku$ngan pe$me$rintahan dae$rah yang se$hari-harinya 

dike$ndalikan ole$h Se$kre$tariat Dae$rah.19 

 

Se$lanju$tnya Siswanto Su$narno, me$ngatakan pe$me$rintah di Indone$sia 

me$lipu$ti  

a. Pe$me$rintahan pu$sat, yakni pe$me$rintah; 

b. Pe$me$rintahan dae$rah, yang me$lipu$ti pe$me$rintahan Provinsi dan 

pe$me$rintahan kabu$pate$n/kota.  

c. Pe$me$rintahan de$sa  

Dalam pe$laksanaan pe$me$rintahan di dae$rah, te$rdapat hu$bu$ngan antara 

pe$me$rintah pu$sat dan dae$rah yang dapat dipahami dari Aline$a ke$tiga dan 

ke$e$mpat Pe$mbu$kaan U$ndang-U$ndang Dasar Ne$gara Re$pu$blik Indone$sia 

Tahu$n 1945. Aline$a ke$tiga me$ne$gaskan ke$me$rde$kaan Bangsa Indone$sia, 

se$me$ntara Aline$a ke$e$mpat me$nje$laskan bahwa se$te$lah ke$me$rde$kaan 

diu$mu$mkan, langkah pe$rtama yang dilaku$kan adalah pe$mbe$ntu$kan 

pe$me$rintahan ne$gara Indone$sia, yaitu$ pe$me$rintah nasional yang me$miliki 

tanggu$ng jawab u$ntu$k me$ngatu$r dan me$nge$lola bangsa se$rta wilayah 

Indone$sia, me$maju$kan ke$se$jahte$raan u$mu$m, me$nce$rdaskan ke$hidu$pan 

bangsa, se$rta be$rpe$ran dalam me$njaga ke$te$rtiban du$nia de$ngan be$rdasarkan 

pada prinsip ke$me$rde$kaan, pe$rdamaian abadi, dan ke$adilan sosial. 

                                                             
19 siswanto sunarno, Hukum Pemerintahan Derah (Jakarta: Sinar Grafika, 2005). hlm 5 
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Pasal 1 U$ndang-U$ndang Dasar Ne$gara Re$pu$blik Indone$sia Tahu $n 

1945 me$ne$gaskan bahwa Indone$sia adalah ne$gara ke$satu$an yang be$rbe$ntu$k 

re$pu$blik. Ole$h kare$na itu$, se$bagai ne$gara ke$satu$an, dibe$ntu$klah 

pe$me$rintahan ne$gara Indone$sia se$bagai pe$me$rintahan nasional pe$rtama kali, 

yang ke$mu$dian me$mbe$ntu$k dae$rah-dae$rah se$su$ai de$ngan ke$te$ntu$an 

pe$ratu$ran pe$ru$ndang-u$ndangan. Pe$nje$lasan le$bih lanju$t me$nge$nai hal ini 

dapat dite$mu$kan dalam Pasal 18 ayat (2) dan ayat (5) U$U$D 1945, yang 

me$nyatakan bahwa pe$me$rintahan be$rhak u$ntu$k me$ngatu$r dan me$ngu$ru$s 

u$ru$san pe$me$rintahan se$ndiri be$rdasarkan Asas Otonomi dan Tu$gas 

Pe$mbantu$an, se$rta dibe$rikan otonomi yang se$lu$as-lu$asnya. 

Pe$mbe$rian otonomi yang se$lu$as-lu$asnya ke$pada dae$rah be$rtu$ju$an 

u$ntu$k me$mpe$rce$pat te$rcapainya ke$se$jahte$raan masyarakat me$lalu $i 

pe$ningkatan pe$layanan, pe$mbe$rdayaan, dan pe$ran aktif masyarakat. Se$lain 

itu$, de$ngan otonomi yang lu$as, di te$ngah dinamika globalisasi, dae$rah 

diharapkan dapat me$ningkatkan daya saingnya de$ngan te$tap me$mpe$rhatikan 

prinsip-prinsip de$mokrasi, pe$me$rataan, ke$adilan, ke$istime$waan, 

ke$khu$su$san, se$rta pote$nsi dan ke$be$ragaman dae$rah dalam ke$rangka Ne$gara 

Ke$satu$an Re$pu$blik Indone$sia. Dalam konte$ks ini, pe$mbe$rian otonomi 

ke$pada dae$rah te$tap dilaksanakan be$rdasarkan prinsip ne$gara ke$satu$an, di 

mana ke$dau$latan hanya ada pada pe$me$rintahan ne$gara atau$ pe$me$rintahan 

nasional, dan tidak ada ke$dau$latan di tingkat dae$rah. 

U$ntu$k me$mbe$rikan ru$ang yang le$bih lu$as ke$pada dae$rah dalam 

me$ngatu$r dan me$ngu$ru$s ke$hidu$pan warganya, pe$me$rintah pu$sat dalam 
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me$ru$mu$skan ke$bijakan haru$s me$mpe$rtimbangkan ke$arifan lokal. 

Se$baliknya, ke$tika dae$rah me$mbu$at ke$bijakan, baik be$ru$pa pe$rda mau$pu $n 

ke$bijakan lainnya, haru$s te$tap me$mpe$rhatikan ke$pe$ntingan nasional. 

De$ngan de$mikian, ke$se$imbangan akan te$rcipta antara ke$pe$ntingan nasional 

yang be$rsine$rgi de$ngan pe$rhatian te$rhadap kondisi, ke$khasan, dan ke$arifan 

lokal dalam pe$nye$le$nggaraan pe$me$rintahan se$cara me$nye$lu$ru$h. Pada 

dasarnya, otonomi dae$rah dibe$rikan ke$pada rakyat se$bagai satu$ ke$satu$an 

masyarakat hu$ku$m yang me$miliki ke$we$nangan u$ntu$k me$ngatu$r dan 

me$ngu$ru$s u$ru$san pe$me$rintahan yang dibe$rikan ole$h pe$me$rintah pu$sat, dan 

pe$laksanaannya dilaku$kan ole$h ke$pala dae$rah dan DPRD de$ngan du$ku$ngan 

pe$rangkat dae$rah. 

Ke$mu$dian te$rkait de$ngan ke$we$nangan dae$rah ini dite$gaskan dalam 

U$ndang-U$ndang Nomor 23 tahu$n 2014 te$ntang pe$me$rintahan dae$rah, pasal 

9: 

(1) U$ru$san pe$me$rintahan te$rdiri atas u$ru$san pe$me$rintah absolu$t,u$ru$san 

pe$me$rintah konku$re$n, dan u$ru$san pe$me$rintahan u$mu$m.  

(2) U$ru$san pe$me$rintah absolu$t se$bagaimana dimaksu$d pada ayat (1) 

adalah u$ru$san pe$me$rintah yang se$pe$nu$hnya me$njadi ke$we$nangan 

pe$me$rintah pu$sat  

(3) U$ru$san pe$me$rintah konku$re$n se$bagaimana dimaksu$d pada ayat (1) 

adalah u$ru$san pe$me$rintahan yang dibagi antara pe$me$rintahan pu$sat 

dan dae$rah kabu$pate$n/kota.  
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(4) U$ru$san pe$me$rintah konku$re$n yang dise$rahkan ke$ dae$rah me$njadi 

Dasar pe$laksana otonomi dae$rah.  

(5) U$ru$san pe$me$rintah u$mu$m se$bagaimana dimaksu$d pada ayat (1) adalah 

u$ru$san pe$me$rintah yang me$njadi ke$we$nangan pre$side$n se$bagai ke$pala 

pe$me$rintahan  

2. Ke$we$nangan pe$me$rintah dae$rah dalam pe$rlindu$ngan anak  

Pasal 1 angka 12 dan 19 U$ndang-U$ndang Pe$rlindu$ngan Anak me$nyatakan 

bahwa hak anak me$ru$pakan bagian dari hak asasi manu$sia (HAM) yang haru$s 

dijamin, dilindu$ngi, dan dipe$nu$hi ole$h orang tu$a, ke$lu$arga, masyarakat, ne$gara, 

pe$me$rintah, se$rta pe$me$rintah dae$rah. Pe$me$rintah dae$rah yang dimaksu $d 

me$ncaku$p gu$be$rnu$r, bu$pati, wali kota, dan pe$rangkat dae$rah se$bagai bagian dari 

pe$nye$le$nggara pe$me$rintahan. Ke$te$ntu$an ini de$ngan je$las me$nu$nju$kkan tanggu$ng 

jawab pe$me$rintah dae$rah dalam me$njamin pe$me$nu$han hak-hak anak, khu$su$snya 

dalam prose$s tu$mbu$h ke$mbang me$re$ka me$nu$ju$ ke$de$wasaan. Tu$ju$annya adalah 

agar anak-anak dapat tu$mbu$h me$njadi individu$ yang be$rmanfaat bagi ke$lu$arga, 

masyarakat, pe$me$rintah dae$rah, dan ne$gara. Se$bagaimana dite$gaskan dalam Pasal 

20 U$ndang-U$ndang Pe$rlindu$ngan Anak, bahwa ne$gara, pe$me$rintah, pe$me$rintah 

dae$rah, masyarakat, ke$lu$arga, se$rta orang tu$a atau$ wali me $miliki ke$wajiban dan 

tanggu$ng jawab dalam pe$nye$le $nggaraan pe$rlindu$ngan anak20. 

Pe$nye$le$nggaraan pe$me$rintahan dae$rah adalah prose$s pe$laksanaan 

pe$me$rintahan yang be$rtu$ju$an u$ntu$k me$mpe$rce$pat te$rcapainya ke$se$jahte$raan 

masyarakat me$lalu$i pe$ningkatan pe$layanan, pe$mbe$rdayaan, dan partisipasi 
                                                             

20 Laurensiusarliman S, “Peran Pemerintah Daerah Di Dalam Melindungi Hak Anak Di 
Indonesia,” Masalah-Masalah Hukum 47, no. 1 (2018): 
https://doi.org/10.14710/mmh.47.1.2018.10-21. hlm 12-13 
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masyarakat, se$rta pe$ngu$atan daya saing dae$rah. Hal ini dilaku$kan de$ngan te$tap 

me$nge$de$pankan prinsip-prinsip de$mokrasi, pe$me$rataan, ke$adilan, se$rta 

me$mpe$rtimbangkan ke$istime$waan dan ke$khu$su$san se$tiap dae$rah dalam ke$rangka 

Ne$gara Ke$satu$an Re$pu$blik Indone$sia. 

Pe$ru$bahan U$ndang-U$ndang Pe$me$rintahan Dae$rah me$lalu$i U$ndang-U$ndang 

Nomor 23 Tahu$n 2014 te$ntang Pe$me$rintah Dae$rah, yang te$rakhir diu$bah de$ngan 

U$ndang-U$ndang Nomor 9 Tahu$n 2015 te$ntang Pe$ru$bahan Ke$du$a atas U$ndang-

U$ndang Nomor 23 Tahu$n 2014, me$mbe$rikan ke$se$mpatan bagi dae$rah u$ntu$k 

me$nge$mbangkan wilayahnya se$cara mandiri. Dae$rah kini me $miliki ke$we$nangan 

u$ntu$k me$re$ncanakan dan me$mbangu$n wilayahnya se$rta me$mbu$at ke$bijakan 

te$rkait pe$re$ncanaan pe$mbangu$nan, be$se$rta pe$ratu$ran pe$ru$ndang-u$ndangan yang 

me$ngatu$rnya.21 

Otonomi dae$rah me$mbe$rikan hak, we$we$nang, dan ke$wajiban ke$pada dae$rah 

otonom u$ntu$k me$nge$lola dan me$ngatu$r u$ru$san dalam wilayahnya se$ndiri. Pasal 9 

U$ndang-U$ndang Nomor 23 Tahu$n 2014 te$ntang Pe$me$rintah Dae$rah pasal 12 

me$ngatu$r bahwa u$ru$san pe$me$rintahan wajib dan u$ru$san pe$me$rintahan pilihan 

yang me$njadi u$ru$san konku$re$n pe$me$rintah dae$rah; 

(1) U$ru$san pe$me$rintah wajib yang be$rakaitan de$ngan Pe$layanan Dasar 

se$bagaiamana dimaksu$d dalam pasal 11 ayat (2) me$lipu$ti 

a Pe$ndidikan  

b Ke$se$hatan  

c Pe$ke$rjaan u$mu$m dan pe$nataan ru$ang  

d Pe$ru$mahan rakyat dan Kawasan pe$rmu$kiman  

e Ke$te$ntraman, ke$te$rtiban u$mu$m, dan pe$lindu$ngan Masyarakat, dan 

f Sosial  

                                                             
21 Ahmed Saleh, Hukum Perlindungan Anak. hlm 30 
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(2) U$ru$san Pe$me$rintah Wajib yang tidak be$rkaitan de$ngan Pe$layanan Dasar 

se$bagaimana dimaksu$d dalam pasal 11 ayat (2) me$lipu$ti; 

a Te$naga ke$rja  

b Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan anak  

c Pangan  

d Pe$rtanahan  

e Lingku$ngan hidu$p  

f Adminitrasi ke$pe$ndu$du$kan dan pe$ncacatan sipil   

g Pe$mbe$rdayaan Masyarakat dan de$sa  

h Pe$nge$dalian pe$ndu$du$k dan ke$lu$arga be$re$ncana 

i Pe$rhu$bu$ngan  

j Komu$nikasi dan informatika 

k Kope$rasi, u$saha ke$cil, dan me$ne$ngah  

l Pe$nanaman modal  

m Ke$pe$mu$daan dan olaraga 

n Stastik 

o Pe$rsandian  

p Ke$bu$dayaan  

q Pe$rpu$stakaan dan  

r Ke$arsipan  

(3) U$ru$san pe$me$rintah pilihan se$bagaimana dimaksu$d dalam pasal 11 ayat (1) 

me$lipu$ti: 

a Ke$lau$tan dan pe$rikanan  

b Pariwisata 

c Pe$rtanian  

d Ke$hu$tanan  

e E $ne$rgi dan su$mbe$r daya mine$ral 

f Pe$rdagangan  

g Pe$rindu$strian  

h transmigrasi 

 

Me$nu$ru$t ke$te$ntu$an Pasal 12 ayat (2) U$ndang-U$ndang Nomor 23 Tahu $n 

2014, salah satu$ u$ru$san pe$me$rintahan wajib yang tidak te$rkait de$ngan pe$layanan 

dasar adalah pe$mbe$rdayaan pe$re$mpu$an dan pe$rlindu$ngan anak.22 

                                                             
22 Ahmed Saleh. Op. cit. hlm 33-35 
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Pe$ran Pe$me$rintah Dae$rah dalam pe$rlindu$ngan anak sangatlah pe$nting. Hal 

ini te$lah dije $laskan se$cara je$las dalam pasal-pasal hasil re$visi yang me$ngatu$r 

te$ntang tanggu$ng jawab dan ke$wajiban Pe$me$rintah Dae$rah dalam me$njamin 

pe$rlindu$ngan hak-hak anak. U$ntu$k me$wu$ju$dkan pe$me$nu$han hak anak se$cara 

optimal, Pe$me$rintah Dae$rah haru$s me$laksanakan tata ke$lola yang baik dan 

me$njalankannya de$ngan su$nggu$h-su$nggu$h se$su$ai de$ngan ke$te$ntu$an yang be$rlaku$. 

Se$bagai pe$me$rintahan yang paling de$kat de$ngan ke$hidu$pan masyarakat, 

te$rmasu$k anak-anak, Pe$me$rintah Dae$rah se$haru$snya le$bih proaktif dan re$sponsif 

dalam me$mpe$rju$angkan se$rta me$lindu$ngi hak-hak anak. Pe$me$rintah Dae$rah 

me$miliki ke$wajiban u$ntu$k me$mastikan te$rpe$nu$hinya hak anak dan me$lindu$nginya 

dari be$rbagai ancaman yang dapat me$nghambat prose$s tu$mbu$h ke$mbang me$nu$ju $ 

ke$de$wasaan. Ole$h kare$na itu$, su$dah se$layaknya pe$me$rintah me$ngalokasikan 

anggaran khu$su$s dalam Anggaran Pe$ndapatan dan Be$lanja Dae$rah gu$na 

me$ndu$ku$ng pe$ran aktif dae$rah dalam u$paya pe$rlindu$ngan anak. Dalam rangka 

me$wu$ju$dkan tata ke$lola pe$me$nu$han hak anak yang e$fe$ktif, Pe$me$rintah Dae$rah 

ju$ga pe$rlu$ me$mbe$ntu$k le$mbaga khu$su$s yang be$rfoku$s pada pe$rlindu$ngan, 

pe$ngawasan, dan pe$me$nu$han hak-hak anak. 

 

B. Perlindungan Hukum  

1. Pe$nge$rtian Pe$rlindu$ngan Hu$ku$m 

Pasal 28D ayat (1) U$ndang-U$ndang Dasar 1945 bahwa se$tiap orang 

be$rhak diaku$i se$rta me$ndapatkan jaminan pe$rlindu$ngan hu$ku$m yang sama 

di mata hu$ku$m. Pe$rlindu$ngan hu$ku$m dapat dipahami se$bagai u$paya u$ntu$k 
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me$lindu$ngi masyarakat dari ancaman yang datang dari individu$, ke$lompok, 

atau$ le$mbaga lain. Pe$rlindu$ngan hu$ku$m itu$ se$ndiri me$ru$pakan su$atu$ be$ntu$k 

pe$rlindu$ngan yang dibe$rikan ke$pada su$bje$k hu$ku$m me$lalu$i pe$rangkat 

hu$ku$m yang ada. 

Pe$rlindu$ngan hu$ku$m dalam masyarakat haru$s me$njadi pe$rhatian 

u$tama bagi para pe$ne$gak hu$ku$m, agar te$rcipta siste$m hu$ku$m yang adil, 

te$rtib, pasti, dan damai. Pada dasarnya, hu$ku$m dirancang u$ntu$k me$ncapai 

ke$bahagiaan bagi manu$sia dan lingku$ngan se$kitarnya. Konse$p pe$rlindu$ngan 

hu$ku$m dalam masyarakat pe$rlu$ dite$gakkan dalam ke$rangka Ne$gara Hu$ku$m.  

Dari pe$rspe$ktif ke$hidu$pan be$rbangsa dan be$rne$gara, anak me$miliki 

pe$ran pe$nting se$bagai masa de$pan bangsa dan pe$ne$ru$s cita-cita ne$gara. Ole $h 

kare$na itu$, se$tiap anak be$rhak me$ndapatkan pe$rlindu$ngan dari tindakan 

ke$ke$rasan, diskriminasi, se$rta me$mpe$role$h hak sipil dan ke$be$basan se$su$ai 

de$ngan Pasal 52 ayat (2) U$ndang-u$ndang Nomor 39 Tahu$n 1999 te$ntang 

Hak Asasi Manu$sia yang me$nyatakan bahwa anak diaku$i dan dilindu$ngi 

ole$h hu$ku$m bahkan se$jak dalam kandu$ngan. Hak dasar anak me$ncaku$p hak 

u$ntu$k me$ndapatkan pe$rlindu$ngan dari orang tu$a, ne$gara, dan masyarakat, 

hak u$ntu$k me$mpe$role$h pe$ndidikan, se$rta hak u$ntu$k te$rjamin ke$se$hatannya 

dan ke$se$jahte$raannya, yang me$ru$pakan bagian dari hak-hak anak. Salah satu $ 

hak asasi anak adalah jaminan u$ntu$k me$ndapatkan pe$rlindu$ngan se$su$ai 

de$ngan nilai-nilai ke$manu$siaan. 

2. Pe$rlindu$ngan Hu$ku$m Te$rhadap Anak.  

Di Indone$sia, re$gu$lasi me$nge$nai pe$rlindu$ngan anak te$lah dise$su$aikan 
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de$ngan ke$bu$tu$han masyarakat dalam ne$ge$ri. Ke$hadiran du$nia inte$rnasional, 

khu$su$snya me$lalu$i Conve$ntion on the$ Rights of the$ Child, tu$ru$t me$mbe$rikan 

kontribu$si positif te$rhadap pe$rke$mbangan u$paya pe$rlindu$ngan anak di 

Indone$sia. Pe$rlindu$ngan te$rhadap anak me$ru$pakan tanggu$ng jawab be$rsama 

antara ne$gara, pe$me$rintah, masyarakat, ke$lu$arga, dan orang tu$a, yang 

me$ncaku$p aspe$k-aspe$k pe$nting se$pe$rti agama, pe$ndidikan, ke$se$hatan, dan 

sosial. 

Hal ini sangat pe$nting, me$ngingat anak me$ru$pakan bagian inte$gral 

dari ke$hidu$pan dan me$miliki hak yang se$tara de$ngan orang de$wasa u$ntu$k 

me$ndapatkan pe$rlindu$ngan. Pe$rlindu$ngan anak me$njadi kru$sial kare$na 

me$re$ka adalah ge$ne$rasi pe$ne$ru$s bangsa. De$ngan pe$rtu$mbu$han yang 

optimal, baik se$cara fisik, me$ntal, mau$pu$n sosial, anak-anak diharapkan 

siap u$ntu$k me$ngambil pe$ran dalam me$nggantikan ge$ne$rasi se$be$lu$mnya di 

masa de$pan.23 

Me$nu$ru$t arif gosita “pe$rlindu$ngan hu$ku$m te$rhadap anak se$bagai 

hu$ku$m tidak te$rtu$lis yang me$njamin anak be$nar-be$nar dapat me$laksanakan 

hak dan ke$wajibannya’’. se$cara me$nye$lu$ru$h. Ini me$nu$nju$kkan bahwa 

pe$rlindu$ngan anak tidak hanya be$rgantu$ng pada atu$ran formal, te$tapi ju$ga 

pada nilai-nilai moral dan sosial yang hidu$p di masyarakat.24 

                                                             
23 M. F. Said, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Perspektif Hak Asasi 

Manusia [Legal Protection of Children in the Perspective of Human Rights] ,” Jurnal Cendekia 

Hukum 4, no. 1 (2018): 144, http://e-jurnal.stih-

pm.ac.id/index.php/cendekeahukum/article/view/97/110. 
24 Arif Gosita, Masalah Pelindungan anak (Yogyakarta: gama media, 1989). hlm 12 
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Me$nu$ru$t Bismar sire$gar “pe$rlindu$ngan anak le$bih di pu$satkan ke$pada 

hak-hak anak yang diatu$r dan bu$kan ke$wajiban,me$ngingat se$cara hu$ku $m 

anak be$lu$m dibe$bani ke$wajiban’’. Pe$rlindu$ngan anak le$bih difoku$skan pada 

pe$me$nu$han dan pe$ngaku$an hak-hak anak, kare$na se$cara hu$ku$m anak be$lu $m 

me$miliki tanggu$ng jawab atau$ ke$wajiban yang haru$s dipe$nu$hi. Hal ini 

me$nce$rminkan posisi anak se$bagai su$bje$k yang haru$s dilindu$ngi, bu$kan 

dibe$bani.25 

Me$nu$ru$t J.E$. Doe$k, “pe$rlindu$ngan hu$ku$m anak adalah se$gala atu$ran 

hidu$p yang me$mbe$ri pe$rlindu$ngan ke$pada me$re$ka yang be$lu$m de$wasa 

de$ngan me$mbe $ri ke$mu$ngkinan bagi me$re$ka u$ntu$k be$rke$mbang”. 

Pe$rlindu$ngan hu$ku$m anak me$ru$pakan se$pe$rangkat atu$ran yang be$rtu$ju$an 

me$lindu$ngi anak-anak yang masih di bawah u$mu$r, se$kaligu$s me$mbe$rikan 

ke$se$mpatan bagi me$re$ka u$ntu$k tu$mbu$h dan be$rke$mbang se$cara optimal.26 

Tu$ju$an dari pe$rlindu$ngan anak adalah u$ntu$k me$mastikan bahwa hak-

hak anak te$rpe$nu$hi agar me$re$ka dapat hidu$p, tu$mbu$h, be$rke$mbang, dan 

be$rpe$ran se$cara optimal se$su$ai de$ngan nilai-nilai ke$manu$siaan. 

Pe$rlindu$ngan ini ju$ga be$rtu$ju$an agar anak-anak te$rlindu$ngi dari se$gala 

be$ntu$k ke$ke$rasan dan diskriminasi, se$hingga dapat te$rcipta ge$ne$rasi anak 

Indone$sia yang be$rku$alitas, me$miliki akhlak mu$lia, dan hidu$p se$jahte$ra, 

se$bagaimana diatu$r dalam Pasal 3 U$ndang-U$ndang No. 35 Tahu$n 2014 

                                                             
25 Ibid, hlm 13 
26 J,E. Doek, dalam Arif Gosita, Ibid, hlm, 13 



41 
 

te$ntang Pe$rlindu$ngan Anak. Pe$rlindu$ngan ini me$ncaku$p be$be$rapa aspe $k 

pe$nting, yaitu$:27 

a. Pe$me$nu$han dan jaminan atas hak-hak anak 

b. Pe$nghormatan te$rhadap harkat dan martabat ke$manu$siaan 

c. Pe$rlindu$ngan te$rhadap ke$ke$rasan dan diskriminasi 

d. Pe$mbe$ntu$kan anak yang u$nggu$l, be$rmoral, dan se$jahte$ra 

Dasar pe$laksanaan pe$rlindu$ngan anak adalah;28  

1. Dasar Filosofis: Pancasila me$njadi landasan dalam me$njalankan 

be$rbagai aspe$k ke$hidu$pan ke$lu$arga, masyarakat, ne$gara, dan bangsa, 

te$rmasu$k dalam pe$laksanaan pe$rlindu$ngan anak, yang haru $s 

me$nce$rminkan nilai-nilai yang te$rkandu$ng di dalamnya. 

2. Dasar E $tis: Pe$laksanaan pe$rlindu$ngan anak haru$s be$rlandaskan pada 

e$tika profe$si yang re$le$van u$ntu$k me$nce$gah tindakan yang 

me$nyimpang dalam pe$nggu$naan ke$we$nangan, ke$ku$asaan, dan 

ke$ku$atan dalam me$njalankan pe$rlindu$ngan anak. 

3. Pe$laksanaan pe$rlindu$ngan anak haru$s didasarkan pada ke$te$ntu$an 

hu$ku$m yang be$rlaku$. Pe$ne$rapan dasar yu$ridis ini pe$rlu$ dilaku$kan 

se$cara me$nye$lu$ru$h dan te$rinte$grasi. Pe$ne$rapan te$rpadu$ me$nyangku$t 

pe$ratu$ran pe$ru$ndang-u$ndangan dari be$rbagai bidang hu$ku$m yang 

be$rkaitan29 

                                                             
27 Tri Astuti andayani dkk, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Eksploitasi 

Seksual,” 2014, 109. 
28 maidin Gultom, Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan (Bandung: PT 

Refika Aditama, 2012). hlm 70-71 
29 Ibid, hlm, 71 
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Prinsip pe$rlindu$ngan anak : 

a Anak tidak dapat me$mpe$rju$angkan hak-haknya se$ndiri, ole$h kare$na 

itu$ prinsip yang me$ndasari pe$rlindu$ngan anak adalah bahwa anak 

me$ru$pakan ase$t pe$nting bagi ke$langsu$ngan hidu$p manu$sia, 

bangsa, dan ke$lu$arga. Hak-hak anak pe$rlu$ dijaga kare$na banyak 

pihak, te$rmasu$k ne$gara dan masyarakat, yang be$rpe$ran dalam 

me$mpe$ngaru$hi ke$hidu$pan anak, dan me$re$ka me$miliki tanggu$ng 

jawab u$ntu$k me$mastikan pe$rlindu$ngan hak-hak te$rse$bu$t. 

b Ke$pe$ntingan te$rbaik anak (the$ be$st inte$re$st of the$ child) me$ru$pakan 

prinsip yang haru$s diu$tamakan dalam se$tiap ke$pu$tu$san yang 

be$rkaitan de$ngan anak. U$ntu$k me$mastikan pe$rlindu$ngan anak 

be$rjalan de$ngan baik, prinsip ini me$nganggap ke$pe$ntingan te$rbaik 

anak se$bagai hal yang paling pe$nting dan haru$s me$ndapatkan 

prioritas u$tama. Tanpa prinsip ini, u$saha u$ntu$k me$lindu$ngi anak 

akan me$nghadapi be$rbagai hambatan. Prinsip ini dite$rapkan 

kare$na anak se$ring kali me$njadi korban, akibat ke$tidaktahu$an 

me$re$ka atau$ tahap pe$rke$mbangan yang masih sangat mu$da. Jika 

prinsip ini diabaikan, masyarakat be$risiko me$nciptakan masalah 

yang le$bih be$sar di masa de$pan. 

Pe$rlindu$ngan te$rhadap anak haru$s te$ru$s-me$ne$ru$s dilaku$kan u$ntu$k 

me$njaga ke$se$jahte$raan me$re$ka, me$ngingat anak me$ru$pakan ase$t be$rharga 

bagi ke$maju$an bangsa di masa de$pan. Pe$rlindu$ngan te$rhadap anak haru $s 

se$tara de$ngan pe$rlindu$ngan bagi orang de$wasa, kare$na se$tiap individu $ 
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me$miliki ke$du$du$kan yang sama di hadapan hu$ku$m (ke$se$taraan di hadapan 

hu$ku$m). Ole$h kare$na itu$, ne$gara dan masyarakat haru$s be$ke$rja sama u$ntu$k 

me$mbe$rikan pe$rlindu$ngan yang me$madai ke$pada anak-anak dari se$gala 

be$ntu$k ke$ke$rasan dan e$ksploitasi yang dilaku$kan ole$h pihak-pihak yang 

tidak be$rtanggu$ng jawab, yang me$manfaatkan anak-anak u$ntu$k ke$jahatan 

me$re$ka. De$ngan de$mikian, anak se$bagai ge$ne$rasi pe$ne$ru$s bangsa dapat 

tu$mbu$h ku$at dan siap me$nghadapi tantangan ke$hidu$pan yang se$makin su$lit 

di masa de$pan. 

Pe$nge$sahan U$ndang-U$ndang No. 23 Tahu$n 2002 te$ntang 

Pe$rlindu$ngan Anak, yang ke$mu$dian diu$bah de$ngan U$ndang-U$ndang No. 35 

Tahu$n 2014, me$nghadirkan pe$nde$katan yang le$bih me$nye$lu$ru$h dalam u$paya 

ne$gara u$ntu$k me$lindu$ngi anak-anak di Indone$sia. U$ndang-U$ndang ini 

me$nce$rminkan komitme$n pe$me$rintah yang se$riu$s dalam me$mastikan 

pe$rlindu$ngan hak-hak anak di tanah air. 

Pe$rlindu$ngan hu$ku$m te$rhadap anak korban ke$ke$rasan, se$bagaimana 

diatu$r dalam Pasal 1 angka (2) Ke$te$ntu$an U$mu$m U$ndang-U$ndang Nomor 

35 Tahu$n 2014 te$ntang Pe$ru$bahan atas U$ndang-U$ndang Nomor 23 Tahu$n 

2002 te$ntang Pe$rlindu$ngan Anak, me$ncaku$p be$rbagai u$paya yang me$njamin 

dan me$lindu$ngi anak se$rta hak-haknya. Tu$ju$annya adalah agar anak dapat 

hidu$p, tu$mbu$h, be$rke$mbang, dan be$rpartisipasi se$cara maksimal se$su$ai 

de$ngan martabat ke$manu$siaan, se$rta me$ndapatkan pe$rlindu$ngan dari 

ke$ke$rasan dan diskriminasi. 
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Pe$rlindu$ngan anak di Indone$sia se$cara nasional te$lah me$miliki dasar 

hu$ku$m yang je$las, yaitu$ U$ndang-U$ndang Dasar 1945 se$bagai landasan 

konstitu$sional, se$rta Pasal 21 hingga 24 dalam U$ndang-U$ndang Nomor 35 

Tahu$n 2014 te$ntang Pe$rlindu$ngan Anak. Dalam Pasal 59, diatu$r me$nge$nai 

ke$wajiban dan tanggu$ng jawab Pe$me$rintah, Pe$me$rintah Dae$rah, se$rta 

le$mbaga ne$gara lainnya yang haru$s me$mbe$rikan pe$rlindu$ngan khu$su $s 

ke$pada anak. 

Di dalam perlindungan hukum terdapat bagian yang lebih spesifik, 

yaitu yang disebut sebagai perlindungan khusus. Perlindungan khusus 

adalah perlindungan yang diberikan kepada anak-anak yang berada dalam 

kondisi tertentu atau rentan, 

3. Perlindungan khusus  

Suatu perlindungan yang diterima oleh anak dalam situasi dan 

kondisi tertentu untuk mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman 

yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya.  

a. Anak dalam situ$asi daru$rat 

b. Anak yang be$rhadapan de$ngan hu$ku$m 

c. Anak dari ke$lompok minoritas dan te$risolasi. 

d. Anak yang die$ksploitasi se$cara e$konomi dan/atau$ se$ksu$al. 

e. Anak yang me$njadi korban pe$nyalagu$naan narkotika , alkohol, 

psikotropika,  dan zat adiktif lainnya. 

f. Anak yang me$njadi korban pornografi. 

g. Anak de$ngan HIV/AIDS . 

h. Anak korban pe$ncu$likan, pe$nju$alan, dan/atau$ pe$rdagangan. 

i. Anak korban ke$ke$rasan fisik dan/atau$ psikis. 

j. Anak korban ke$je$hatan se$ksu$al. 

k. Anak korban jaringan te$rorisme$. 

l. Anak pe$nyandang disabilitas . 
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m. Anak korban pe$rlaku$an salah dan pe$ne$lantaran . 

n. Anak de$ngan pe$rilaku$ sosial me$nyimpang  

o. Anak yang me$najdi korban stigmatasi dari pe$labe$lan te$rkait de$ngan 

kondisi orang tu$anya  

Perlindungan khusus tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah 

semata, tetapi juga melibatkan keluarga, masyarakat, satuan pendidikan, dunia 

usaha, dan lembaga sosial lainnya. Setiap pihak memiliki peran yang sama 

penting dalam menciptakan lingkungan yang aman, ramah, dan kondusif bagi 

pertumbuhan dan perkembangan anak. 

Dengan adanya perlindungan khusus, negara memastikan bahwa anak-

anak yang menjadi korban atau berada dalam kondisi darurat tetap mendapatkan 

hak-haknya secara utuh, serta memperoleh perlindungan maksimal dari segala 

bentuk ancaman, kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi. Perlindungan ini adalah 

bentuk komitmen negara untuk melindungi generasi penerus bangsa sebagai 

bagian dari investasi sumber daya manusia yang berkelanjutan. 

 

 

 

 

 

 

 



46 
 

BAB III 

FUNGSI PEMERINTAH DAERAH DALAM MEMBERIKAN 

PERLINDUNGAN HUKUM KHUSUS TERHADAP ANAK  

MELALUI KEBIJAKAN KOTA LAYAK ANAK  

A. Kewenangan Lembaga terkait dalam memberikan perlindungan 

khusus kepada anak  

 

U$ntu$k me$ncapai te$rse$le$nggaranya pe$rlindu$ngan anak te$rse$bu$t dibe$rikan 

wawe$nang ke$pada pe$me$rintah dae$rah u$ntu$k me$ngatu$r se$ndiri u$ru$san 

pe$me$rintahan dae$rahnya yang didasarkan pada Pasal 18 ayat (6) U$ndang-U$ndang 

Dasar 1945 yang me$mbe$rikan wawe$nang ke$pada pe$me$rintah dae$rah u$ntu$k 

me$ne$tapkan pe$ratu$ran dae$rah dan pe$ratu$ran lainnya u$ntu$k me$njalankan otonomi 

dae$rah dan tu$gas pe$mbantu$an. 

U$ndang-U$ndang Nomor 23 Tahu$n 2014 te$ntang Pe$me$rintahan Dae$rah 

te$patnya Pasal 9 ayat (1) me$nye $bu$tkan bahwa u$ru$san pe$me$rintahan te$rbagi 

me$njadi u$ru$san pe$me$rintahan absolu$t, konku$re$n, dan wajib. U$ru$san pe$me$rintahan 

abslu$t adalah u$ru$san pe$me$rintahan yang se$pe$nu$hnya me$njadi ke$we$nangan 

pe$me$rintahan pu$sat, u$ru$san konku$re$n yaitu$ u$ru$san yang dibagi antara u$ru$san 

pe$me$rintahan pu$sat dan pe$me$rintahan dae$rah, se$dangkan u$ru$san pe$me$rintahan 

wajib adalah u$ru$san pe$me$rintahan yang se$pe$nu$hnya me$njadi ke$we$nangan priside $n 

se$bagai ke$pala pe$me$rintahan. 

Pe$rlindu$ngan khu$su$s te$rhadap anak me$ru$pakan u$ru$san pe$me$rintahan 

konku$re$n kare$na dalam pe$laksanaanya me$libatkan pe$me$rintah pu$sat dan 

pe$mrintahan dae$rah. Pasal 11 ayat (1) U$ndang-U$ndang Nomor 23 Tahu$n 2014 
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te$ntang Pe$me$rintahan dae$rah me$mbagi u$ru$san konku$re$n me$njadi u$ru$san 

pe$me$rintahan wajib dan u$ru$san pe$me$rintahan pilihan. U$ru$san pe$me$rintahan wajib 

adalah u$ru$san pe$mrintahan yang be$rkaitan de$ngan pe$layanan dasar se$baagaimana 

dimaksu$d dalam Pasal 11 ayat (2) U$ndang-U$ndang Nomor 23 Tahu$n 2014 te$ntang 

Pe$me$rintahan Dae$rah me$lipu$ti: 

a. Pendidikan  

b. Kesehatan  

c. Pekerjaan umum dan penataan ruang  

d. Perumahan rakyat dan Kawasan pemukiman  

e. Ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan Masyarakat; dan  

f. Sosial 

Ole$h kare$na itu$ pe$nye $le$nggaraan pe$rlindu$ngan khu$su$s anak me$ru$pakan u$ru$san 

pe$me$rintahan konku$re$n wajib yang haru$s me$mastikan te$rse$le$nggaranya 

pe$rlindu$ngan khu$su$s u$ntu$k se$lu$ru$h masyarakat te$rmasu$k anak-anak yang menjadi 

korban kekerasan fisik dan atau psikis.  

Pe$me$rintah dae$rah me$me$gang pe$ran yang sangat pe$nting dalam 

pe$rlindu$ngan anak, se$bagaimana diatu$r dalam U$ndang-U$ndang Nomor 35 Tahu$n 

2014 te$ntang Pe$rlindu$ngan Anak. Se$lain itu$, Pasal 1 angka 2 U$ndang-U$ndang 

Nomor 23 Tahu$n 2014 te$ntang Pe$me$rintahan Dae$rah me$nje$laskan bahwa 

Pe$me$rintah Dae$rah te$rdiri dari ke$pala dae$rah se$bagai u$nsu$r pe$nye$le$nggara 

pe$me$rintahan yang me$mimpin pe$laksanaan u$ru$san pe$me$rintahan yang me$njadi 

ke$we$nangan dae$rah otonom. Be$rdasarkan hal ini, Pe$me$rintah Dae$rah me$miliki 

landasan hu$ku$m u$ntu$k me$njalankan pe$ranannya dalam me$lindu$ngi anak-anak di 

Indone$sia. Se$lain itu$ Pe$ratu$ran Pe$me$rintah Nomor 18 Tahu$n 2016 te$ntang 
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Pe$rangkat Dae$rah me$ne$gaskan se$cara e$ksplisit bahwa pe$rlindu$ngan anak me$njadi 

salah satu$ u$ru$san wajib yang haru$s ditangani ole$h pe$me$rintah dae$rah30 

Salah satu tugas kepala daerah sebagai perpanjangan tangan pemerintah 

pusat adalah mengoordinasikan seluruh instansi pusat yang berada di daerah. 

Selain itu, kepala daerah juga memiliki tanggung jawab sebagai pemimpin 

pemerintahan daerah yang membawahi dinas-dinas daerah serta cabang-

cabangnya dalam pelaksanaan desentralisasi. Di sisi lain, kepala daerah juga 

menjalankan tugas berdasarkan asas pembantuan, yaitu melaksanakan urusan-

urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat di daerah.31 

Peran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kota jambi dalam 

mewujudkan Kota Layak Anak terutama pada klister perlindungan khusus sangat 

penting, karena Organisasi Perangkat Daerah memiliki tanggung jawab dalam 

memastikan bahwa hak- haka nak terpenuhi dan perlindungan terhadap anak-anak 

yang rentan dapat diberikan secara efektif. Setiap Organisasi Perangkat Daerah 

memiliki kewenangan dan tugas sesuat dengan bidangnya, dan mereka harus 

bekerja sama untuk rmenciptakan lingkungan yang ramah anak, di mana anak-

anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal.  

Dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Kota Layak Anak (KLA) di 

Kota Jambi pemerintah Kota Jambi Memiliki regulasi Peraturan Daerah Kota 

Jambi Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak. Dengan 

peraturan ini pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk membentuk Gugus 

                                                             
30 Darmini Roza dkk, “Peran Pemerintah Daerah Untuk Mewujudkan Kota Layak Anak 

Di Indonesia.” Op. Cit hlm 4 
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Tugas KLA. Pembentukan Gugus Tugas ini merupakan amanat dari pasal 17 ayat 

2 Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 3 Tahun 2024, yang secara tegas diatur 

bahwa Gugus Tugas KLA ditetapkan melalui Keputusan Wali Kota Jambi. 

Gugus Tugas ini bertugas sebagai forum koordinasi lintas sektor yang 

melibatkan berbagai perangkat daerah, lembaga, dunia usaha, media, akademisi, 

dan unsur masyarakat. Fungsi utama Gugus Tugas adalah memastikan 

perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, hingga evaluasi kebijakan dan program 

yang mendukung pemenuhan hak-hak anak serta perlindungan anak di Kota 

Jambi. 

Penetapan Gugus Tugas dengan Keputusan Wali Kota menjadi langkah 

strategis yang menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam menghadirkan 

sistem dan kebijakan yang terintegrasi dan berkelanjutan untuk menciptakan 

lingkungan yang aman, nyaman, dan ramah bagi anak-anak. 

Anak be$rhak me$ndapatkan pe$rlindu$ngan khu$su$s, u$ntu$k itu$ Dinas 

Pe$mbe$rdayaan Masyarakat, Pe$re$mpu$an dan Pe$rlindu$ngan Anak maka 

dipe$rlu$kan adanya ke$te$rlibatan dari stake$holde$rs mu$lai dari Organisasi 

Pe$rangkat Dae$rah, Le$mbaga Ve$rtikal, Masyarakat. U$ntu$k me$ndu$ku$ng 

pe$nye$le$nggaraan khu$su$snya Pe$rlindu$ngan Khu$su$s Pe$me$rintah Kota Jambi le$wat 

Su$rat Ke$pu$tu$san Nomor 195 Tahu$n 2022 Te$ntang Tu$gas Kota Layak Anak kota 

jambi  yang dike$lu$arkan ole$h Walikota Jambi  

Gu$gu$s Tu$gas Kota Layak Anak me$ru$pakan le$mbaga koordinatif yang 

be$rtu$gas me$ngawal pe$nye$le $nggaraan program Kota Layak Anak di tingkat 

kabu$pate$n/kota. Khu$su$s u$ntu$k klaste$r pe$rlindu$ngan khu$su$s, dibe$ntu$k Gu$gu$s 
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Tu$gas Pe$rlindu$ngan Khu$su$s se$bagai ke$lompok ke$rja yang foku$s pada pe$mbe$rian 

pe$rlindu$ngan dan layanan khu$su$s bagi anak-anak yang me$me$rlu$kan pe$rlindu$ngan 

khu$su$s. Gu$gu$s tu$gas ini be$rpe$ran pe$nting dalam me$mastikan hak-hak anak 

te$rpe$nu$hi, te$rlindu$ngi, se$rta me$nce$gah dan me$nangani pe$langgaran te$rhadap hak 

anak. Be$rdasarkan Lampiran Pe$mbe$ntu$kan Gu$gu$s Tu$gas Pe$rlindu$ngan Khu$su$s ini 

te$lah dite$tapkan me$lalu$i Su$rat Ke$pu$tu$san Wali Kota Jambi Nomor 195 Tahu $n 

2022. 

Perlindungan terhadap hak-hak anak merupakan bagian dari upaya 

perlindungan hak asasi manusia yang tidak dapat dilakukan secara instan, 

melainkan membutuhkan proses yang panjang, berkelanjutan, dan terpadu. Upaya 

ini harus melibatkan seluruh elemen, baik pemerintah, organisasi, lembaga 

kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, dunia usaha, media, akademisi, 

maupun seluruh lapisan masyarakat. Semua pihak memiliki peran penting dalam 

memastikan terpenuhinya hak anak serta terciptanya lingkungan yang aman, 

nyaman, dan ramah anak.32 

wawancara be$rsama ibu$ Yu$niati ke$pala bidang pe$rlindu$ngan anak. Se$bagai 

instansi yang me$me$gang pe$ran u$tama dalam me$wu$ju$dkan Kota Jambi se$bagai 

Kota Layak Anak, Dinas Pe$mbe$rdayaan Masyarakat, Pe$re$mpu$an, dan 

Pe$rlindu$ngan Anak (DPMPPA) me$nyadari se$jak awal bahwa tu$gas ini tidak bisa 

dijalankan se$ndirian. Pe$rlindu$ngan anak adalah tanggu$ng jawab be$rsama yang 

me$mbu$tu$hkan ke$te$rlibatan aktif dari be$rbagai pihak, mu$lai dari Organisasi 

                                                             
32 Selviani Sambali dkk, “Perlindungan Khusus Bagi Anak Menurut Undang-Undang 

Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang 

Perlindungan Anak,” Lex Et Societatis 8 (2020), 

https://doi.org/https://doi.org/10.35796/les.v8i4.30914. hlm 4 
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Pe$rangkat Dae$rah (OPD), le$mbaga te$knis, hingga instansi ve$rtikal yang me$miliki 

ke$we$nangan di bidang pe$me$nu$han hak dan pe$rlindu$ngan anak. 

Di tahap awal, tantangan te$rbe$sar yang dihadapi adalah bagaimana 

me$nyatu$kan se$mu$a pihak dalam se$bu$ah ke$rja be$rsama yang te$rkoordinasi de$ngan 

baik. Pe$rbe$daan pola ke$rja, ke$we$nangan, dan cara pandang antar le$mbaga ke$rap 

me$njadi hambatan. Me$nyatu$kan visi dalam satu$ ge$rakan kole$ktif bu$kan pe$rkara 

mu$dah. Namu$n, titik balik pe$nting te$rjadi ke$tika Wali Kota Jambi saat itu$, Bapak 

Syarif Fasha, me$ne$rbitkan Su$rat Ke$pu$tu$san te$ntang pe$mbe$ntu$kan Gu$gu$s Tu$gas 

Kota Layak Anak. SK ini me$njadi pijakan hu$ku$m yang ku$at dan me$mbe$rikan 

ke$je$lasan pe$ran bagi se$tiap u$nsu$r yang te$rlibat, khu$su$snya dalam me$njalankan 

fu$ngsi pe$rlindu$ngan khu$su$s bagi anak-anak yang be$rada dalam kondisi re$ntan. 

Se$jak saat itu$, Gu$gu$s Tu$gas Kota Layak Anak be$rke$mbang me$njadi wadah 

yang tidak hanya be$rfu$ngsi se$bagai alat koordinasi, te$tapi ju$ga se$bagai ru$ang 

kolaborasi. Di sinilah se$lu$ru$h u$nsu$r pe$me$rintahan dan e$le$me$n masyarakat du$du$k 

be$rsama, me$nyatu$kan langkah u$ntu$k me$nciptakan lingku$ngan yang aman, 

inklu$sif, dan ramah anak. Me$mbangu$n Kota Layak Anak pada dasarnya bu$kan 

se$kadar me$me $nu$hi se$rangkaian indikator administratif. Le$bih dari itu$, ini adalah 

be$ntu$k nyata dari komitme$n be$rsama—komitme$n u$ntu$k me$njamin bahwa se$tiap 

anak di Kota Jambi dapat tu$mbu$h, be$rke$mbang, dan te$rlindu$ngi dalam su$asana 

yang me$ndu$ku$ng dan pe$nu$h kasih. 

Pe$me$rintah Dae$rah me$miliki tanggu$ng jawab dan ke$wajiban yang je$las 

dalam u$paya pe$rlindu$ngan dan pe$me$nu$han hak anak, se$bagaimana diatu$r dalam 
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re$zim se$ktoral. Hal ini me$nce$rminkan komitme$n dae$rah u$ntu$k be$rpe$ran aktif 

me$lalu$i pe$nye$diaan du$ku$ngan be$ru$pa sarana, prasarana, se$rta su$mbe$r daya 

manu$sia yang me$madai de$mi te$rse$le$nggaranya pe$rlindu$ngan anak se$cara optimal. 

Pe$me$nu$han hak anak atas pe$rlindu$ngan khsu$su$s diatu$r pada Pe$ratu$ran 

Dae$rah Kota jambi Nomor 05 Tahu$n 2017 pada pasal 18 me$mbe$rikan 

ke$we$nangan U$paya yang dilaku$kan ole$h orang tu$a, ke$lu$arga, Pe$me$rintah 

Dae$rah, Satu$an Ke$rja Pe$rangkat Dae$rah te$rkait, Masyarakat, Le$mbaga 

sosial/masyrakat, du$nia u$saha dan indu$stri dan u$nsu$r pe$nge$lola me$dia 

massa/me$dia e$le$kronik lokal. Pe$me$rintah dae$rah me$lalu$i Satu$an Ke$rja 

Pe$rangkat Dae$rah te$rkait dan intansi lainnya me$miliki ke$wajiban dan 

be$rtanggu$ng jawab ke$pada anak yang me$mbu$tu$hkan pe$rlindu$ngan khu$su$s. 

Me$wu$ju$dkan Kota Jambi se$bagai Kota Layak Anak bu$kanlah tu$gas 

yang bisa die$mban ole$h satu$ le$mbaga atau$ ke$bijakan tu$nggal. Pe$rlindu$ngan 

khu$su$s bagi anak me$ru$pakan isu$ yang komple$ks dan lintas se$ktor, se$hingga 

me$mbu$tu$hkan kolaborasi me$nye$lu$ru$h dari be$rbagai u$nsu$r pe$me$rintahan dan 

masyarakat. Dalam konte$ks ini, dite$rbitkannya Su$rat Ke$pu$tu$san Wali Kota 

Jambi Nomor 195 Tahu$n 2022 me$nge$nai pe$mbe$ntu$kan Gu$gu$s Tu$gas Kota 

Layak Anak me$njadi landasan pe$nting dalam me$nciptakan siste$m koordinasi 

yang sah, te$rarah, dan te$rorganisir. Gu$gu$s tu$gas ini bu$kan hanya foru $m 

komu$nikasi antar le$mbaga, me$lainkan ju$ga ru$ang sine$rgi yang me$nyatu$kan 

komitme$n se$mu$a pihak dalam me$njamin pe$me$nu$han hak anak se$cara 

konkre$t. 
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Ke$hadiran Organisasi Pe$rangkat Dae$rah (OPD), instansi ve$rtikal 

se$pe$rti se$rta pe$ran aktif organisasi masyarakat me$nu$nju$kkan bahwa 

pe$rlindu$ngan anak me$ru$pakan tanggu$ng jawab kole$ktif. Se$tiap le$mbaga 

me$miliki fu$ngsi dan ke$we$nangan te$rse$ndiri yang saling me$le$ngkapi. 

Se$bagai contoh, DPMPPA be$rpe$ran se$bagai koordinator u$tama dalam 

me$nyu$su$n ke$bijakan dan me$njalin sine$rgi lintas se$ktor, Dinas Sosial 

me$nangani aspe$k re$habilitasi, Dinas Ke$se$hatan me$nye$diakan layanan 

ke$se$hatan yang be$rpihak pada anak, se$dangkan aparat pe$ne$gak hu$ku $m 

be$rtu$gas me$nye$le $saikan pe$rsoalan hu$ku$m te$rkait ke$ke$rasan te$rhadap anak. 

Kolaborasi lintas se$ktor ini me$njadi sangat kru$sial kare$na anak-anak yang 

me$me$rlu$kan pe$rlindu$ngan khu$su$s ke$rap me$nghadapi kondisi yang ru$mit dan 

mu$ltidime $nsi, me$ncaku$p aspe$k kekerasan fisik, psikis. 

Me$ski de$mikian, tantangan u$tama tidak hanya be$rku$tat pada 

imple$me$ntasi ke$bijakan di lapangan, te$tapi ju$ga pada prose$s me$njalin 

koordinasi yang e$fe$ktif di antara institu$si yang be$rbe$da latar be$lakang, 

stru$ktu$r, dan prioritas ke$rjanya. Hal ini tu$ru$t disampaikan ole$h Ibu$ Yu$niati, 

Ke$pala Bidang Pe$rlindu$ngan Anak DPMPPA Kota Jambi, yang me$ne$kankan 

pe$ntingnya ke$samaan visi se$rta komitme$n yang ku$at agar pe$laksanaan 

pe$rlindu$ngan anak be$rjalan maksimal. Dalam hal ini, Su$rat Ke$pu$tu$san Wali 

Kota be$rpe$ran se$bagai pijakan hu$ku$m yang me$mpe$rje$las pe$ran dan 

tanggu$ng jawab se$tiap u$nsu$r dalam gu$gu$s tu$gas. 

Se$lain dari se$ktor pe$me$rintahan, ke$te$rlibatan masyarakat sipil, pe$laku $ 

u$saha, me$dia, dan organisasi ke$pe$mu$daan ju$ga sangat me$ne$ntu$kan 
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ke$be$rhasilan siste$m pe$rlindu$ngan anak. Peran masyarakat sangat dipe$rlu$kan 

dalam me$nciptakan e$kosiste$m yang ramah anak. Hal ini ju$ga se$laras de$ngan 

ke$te$ntu$an Pasal 18 Pe$ratu$ran Dae$rah Kota Jambi Nomor 05 Tahu$n 2017 

yang me$ne$gaskan bahwa pe$rlindu$ngan te$rhadap anak me$ru$pakan tanggu$ng 

jawab be$rsama antara pe$me$rintah, masyarakat, du$nia u$saha, dan me$dia. 

Ole$h kare$na itu$, ke$be$rhasilan dalam pe$nye$le$nggaraan pe$rlindu$ngan 

khu$su$s anak di Kota Jambi sangat be$rgantu$ng pada ke$be$rlanju$tan ke$rja sama 

antar se$ktor. Kota Layak Anak tidak hanya se$batas pada pe$me$nu$han 

indikator administratif, te$tapi me$ru$pakan ce$rminan komitme$n nyata se$lu$ru $h 

pihak u$ntu$k me$mastikan se$tiap anak hidu$p, tu$mbu$h, dan be$rke$mbang dalam 

lingku$ngan yang aman, me$ndu$ku$ng, dan be$rpihak pada hak-haknya se$cara 

u$tu$h. 

B. Mekanisme perlindungan khsuus oleh Lembaga terkait dalam 

mewujudkan Kota Layak Anak. 

Dinas Pe$mbe$rdayaan Masyarakat, Pe$re$mpu$an, dan Pe$rlindu$ngan Anak Kota 

Jambi me$njalankan tu$gasnya me$lalu$i U$nit Pe$laksana Te$knis Pe$layanan Te$rpadu $ 

Dae$rah (U$PTD) Pe$rlindu$ngan Pe$re$mpu$an dan Anak Kota Jambi. Pe$njabaran 

me$nge$nai tu$gas, fu$ngsi, stru$ktu$r organisasi, se$rta tata ke$rja U$PTD PPA te$rse$bu$t 

te$lah diatu$r dalam Pe$ratu$ran Wali Kota Jambi Nomor 9 Tahu$n 2019 te$ntang 

Pe$mbe$ntu$kan, Ke$du$du$kan, Su$su$nan Organisasi, Rincian Tu$gas, dan Tata Ke$rja 

U$PTD PPA. 
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1. Pe$nanganan kasu$s pe$rlindu$ngan khu$su$s te$rhadap anak dimu$lai dari prose$s 

pelaporan atau$ pe$ngadu$an Masyarakat  

a. Masyarakat dapat langsu$ng me$ndatangani U$PTD PPA, korban akan dibe$ri 

formu$lir u$ntu$k me$nu$lis ke$te$rangan se$me$ntara adu$an yang dimaksu$d. 

b. Masyarakat dapat me$mbe$ri pe$ngadu$an me$lalu$i te$le$pon kantor U$PTD PPA  

2. Pe$njangkau$an Kasu$s  

Kasu$s-kasu$s yang ditangani ole$h U$PTD PPA tidak te$rbatas pada laporan 

langsu$ng dari korban atau$ orang di se$kitarnya. U$PTD PPA ju$ga proaktif 

dalam me$njangkau$ kasu$s ke$ke$rasan, misalnya me$lalu$i informasi yang 

dipe$role$h dari pe$mbe$ritaan me$dia. Se$te$lah me$ndapatkan informasi te$rse$bu$t, 

pihak U$PTD PPA akan me$laku$kan pe$ne$lu$su$ran dan me$ndatangi lokasi 

ke$jadian gu$na me$nindaklanju$ti kasu$s yang be$rsangku$tan.  

3. Pe$nge$lolaan kasu$s  

U$nit Pe$laksana Te$knis Dae$rah Pe$rlindu$ngan Pe$re$mpu$an dan Anak (U$PTD 

PPA) me$nangani se$tiap kasu$s me$lalu$i prose$s ase$sme$n te$rle$bih dahu$lu$. 

Pe$nanganan dilaku$kan se$cara be$rke$lanju$tan dan dise$su$aikan de$ngan kondisi 

se$rta ke$pu$tu$san dari klie$n. Apabila korban me$miliki ke$bu$tu$han yang 

komple$ks dan cu$ku$p banyak, U$PTD PPA akan me$nye$le$nggarakan rapat 

koordinasi de$ngan me$libatkan be$rbagai pihak te$rkait, se$pe$rti Organisasi 

Pe$rangkat Dae$rah (OPD), ru$mah sakit, ke$polisian, le$mbaga swadaya 

masyarakat, ke$jaksaan, dan pe$ngadilan. 
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4. Me$diasi 

U$PTD PPA ju$ga me$laksanakan u$paya me$diasi de$ngan me$mpe$rte$mu$kan 

korban dan pe$laku$ gu$na me$mbahas pe$nye$le$saian pe$rmasalahan di antara 

me$re$ka. Me$diasi ini dilaku$kan se$bagai langkah awal se$be$lu$m kasu$s 

dilanju$tkan ke$ prose$s hu$ku$m di ke$jaksaan atau$ pe$ngadilan. Dalam prose$s 

me$diasi te$rse$bu$t, U$PTD PPA tu$ru$t me$libatkan be$rbagai pe$mangku $ 

ke$pe$ntingan yang me$miliki pe$ran dalam pe$nye$le$saian kasu$s. 

5. Pe$ndampingan korban  

U$nit Pe$laksana Te$knis Dae$rah Pe$rlindu$ngan Pe$re$mpu$an dan Anak (U$PTD 

PPA) tu$ru$t me$mbe$rikan layanan pe$ndampingan bagi anak korban ke$ke$rasan, 

baik dari aspe$k psikologis mau$pu$n hu$ku$m. Pe$ndampingan ini dimu$lai se$jak 

kasu$s dilaporkan dan anak be$rada dalam jangkau$an layanan U$PTD PPA. 

Prose$s pe$ndampingan dilaku$kan ole$h te$naga profe$sional se$pe$rti psikolog dan 

konse$lor yang be$rtu$gas di U$PTD PPA. Tahapan awal ke$tika anak korban tiba 

di U$PTD PPA adalah me$laku$kan ase$sme$n atau$ pe$nilaian kasu$s gu$na 

me$ne$ntu$kan je$nis layanan yang se$su$ai. Anak korban, be$rsama orang tu$a 

dan/atau$ walinya, akan diarahkan ke$ ru$ang konse$ling yang te$lah disiapkan 

agar me$rasa aman dan nyaman. Jika anak tidak me$mu$ngkinkan u$ntu$k datang 

langsu$ng, maka pe$tu$gas U$PTD PPA akan me$laku$kan ku$nju$ngan ke$ ru$mah 

(home$ visit) dan me$laku$kan pe$nilaian awal di te$mpat tinggal anak te$rse$bu$t. 

Anak yang me $njadi korban dapat dilaku$kan ole$h masyarakat me$lalu$i be$rbagai 

salu$ran. Laporan bisa disampaikan me$lalu$i hotline$ U$PTD PPA, ku$nju$ngan 
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langsu$ng ke$ kantor, me$lalu$i pihak se$kolah atau$ lingku$ngan se$kitar se$pe$rti RT/RW, 

se$rta me$lalu$i layanan ke$liling yang dike$nal de$ngan PITA MOLIN. Tu$ju$annya 

adalah u$ntu$k me$mu$dahkan akse$s pe$laporan dan me$mastikan bahwa se$tiap kasu $s 

yang te$rjadi dapat se$ge$ra ditangani. 

Se$te$lah laporan dite$rima, ase$sme $n awal se$ge$ra dilaku$kan ole$h tim dari 

U$PTD PPA. Ase$sme$n ini me$ncaku$p ide$ntifikasi ke$bu$tu$han anak, baik dari sisi 

me$dis, hu$ku$m, mau$pu$n psikologis. Langkah ini pe$nting u$ntu$k me$ne$ntu$kan je$nis 

layanan yang te$pat bagi anak se$su$ai de$ngan kondisi dan ke$bu$tu$hannya. 

Be$riku$tnya adalah tahap pe$ndampingan, di mana anak akan me$ndapatkan 

be$rbagai be$ntu$k layanan, se$pe$rti du$ku$ngan psikososial, bantu$an hu$ku$m, se$rta 

akse$s pe$ndidikan. Jika me$mu$ngkinkan dan aman, anak ju$ga akan difasilitasi u$ntu$k 

ke$mbali ke$ dalam lingku$ngan ke$lu$arga me$lalu$i prose$s re$inte$grasi yang be$rtahap 

dan te$rpantau$. 

Dalam kasu$s te$rte$ntu$, apabila dipe$rlu$kan pe$nanganan le$bih lanju$t, maka 

anak akan diru$ju$k ke$ pihak-pihak te$rkait. Ru$ju$kan ini bisa me$ncaku$p pe$ne$mpatan 

di ru$mah aman, pe$rawatan di ru$mah sakit, atau$ koordinasi de$ngan le$mbaga lain 

se$pe$rti Balai Pe$masyarakatan (Bapas) dan Le$mbaga Pe$rlindu$ngan Anak (LPA). 

U$ntu$k me$mastikan ke$be$rlanju$tan pe$rlindu$ngan dan prose$s pe$mu$lihan anak, U$PTD 

PPA ju$ga me$laku$kan monitoring dan e$valu$asi se$cara be$rkala. Hal ini dilaku$kan 

gu$na me$mantau$ pe$rke$mbangan anak, me$nge$valu$asi e$fe$ktivitas layanan yang 

dibe$rikan, se$rta me$mastikan bahwa anak be$nar-be$nar me$ndapatkan pe$rlindu$ngan 

yang me$nye$lu$ru$h dan be$rke$lanju$tan. 



58 
 

Be$rdasarkan data yang dihimpu$n, se$panjang Janu$ari hingga Oktobe$r 2024, 

te$rcatat se$banyak 83 kasu$s ke$ke$rasan te$rhadap anak di Kota Jambi. Rincian kasu $s 

te$rse$bu$t me$lipu$ti 18 kasu$s ke$ke$rasan fisik, 7 kasu$s ke$ke$rasan psikis, 28 kasu $s 

ke$ke$rasan se$ksu$al, 23 kasu$s pe$ne$lantaran, dan 7 kasu$s bu$llying atau$ ke$nakalan 

re$maja. Dalam u$paya me$me$nu$hi hak-hak anak korban ke$ke$rasan, Dinas 

Pe$mbe$rdayaan Masyarakat, Pe$re$mpu$an, dan Pe$rlindu$ngan Anak (DPMPPA) tidak 

be$ke$rja se$ndiri, te$tapi me$ngoordinasikan pe$nanganan se$cara lintas se$ktor de$ngan 

me$libatkan be$rbagai OPD dan instansi te$rkait. 

1. Kasus Kekerasan Fisik  (18 kekerasan fisik) 

DPMPPA, me$lalu$i U$PTD Pe$rlindu$ngan Pe$re$mpu$an dan Anak (U$PTD PPA), 

me$mbe$rikan layanan pe$ngadu$an dan pe$ndampingan ke$pada korban. Dalam 

kasu$s-kasu$s ini, DPMPPA be$rkoordinasi de$ngan: 

a. Dinas Kesehatan, u$ntu$k me$mastikan anak me$ndapatkan layanan me$dis 

dan pe$rawatan lu$ka fisik.  

b. Polresta Jambi (Unit PPA), u$ntu$k prose$s hu$ku$m te$rhadap pe$laku $ 

ke$ke$rasan. 

c. Dinas Sosial, gu$na me$mbe$rikan re$habilitasi sosial, khu$su$snya bila 

korban haru$s dite$mpatkan se$me$ntara di ru$mah aman. 

d. Dinas Pendidikan, ke$ke$rasan te$rjadi di lingku$ngan se$kolah, u$ntu$k 

me$njamin hak anak dalam me$mpe$role$h pe$ndidikan te$tap te$rpe$nu$hi tanpa 

trau$ma lanju$tan. 
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2.  Kasus Kekerasan Psikis (7 kasus) 

U$ntu$k kasu$s ke$ke$rasan psikis, yang ke$rap tidak tampak se$cara fisik namu$n 

be$rdampak jangka panjang te$rhadap ke$se$hatan me$ntal anak, DPMPPA 

me$laku$kan: 

a. Pendampingan psikologis me$lalu$i psikolog yang be$ke$rja sama de$ngan 

Dinas Kesehatan dan mitra LSM 

b. Mediasi keluarga dan sekolah, ke$ke$rasan be$rsu$mbe$r dari lingku$ngan 

te$rde$kat. 

c. Koordinasi dengan Dinas Pendidikan, anak me$ngalami te$kanan 

me$ntal akibat lingku$ngan se$kolah. Pe$nde$katan yang digu$nakan be$rsifat 

pe$mu$lihan psikososial u$ntu$k me$njaga Ke$se$hatan me$ntal dan rasa aman 

anak.  

3. Kasus Kekerasan Seksual (28 kasus) 

Ini me$ru$pakan je$nis kasu$s de$ngan ju$mlah te$rbanyak. Pe$nanganan dilaku$kan 

se$cara se$riu$s de$ngan pe$nde$katan lintas se$ktor, antara lain: 

a. DPMPPA melalui UPTD PPA me$mbe$rikan pe$rlindu$ngan awal, ase$sme $n 

psikologis, dan layanan pe$ndampingan hu$ku$m. 

b. Koordinasi dengan Polresta Jambi u$ntu$k pe$ne$gakan hu$ku$m te$rhadap 

pe$laku$. 

c. Dinas Kesehatan, me$mbe$rikan layanan visu$m dan pe$rawatan pasca 

trau$ma se$ksu$al. 
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d. Balai Pemasyarakatan dan Kejaksaan Negeri, jika korban atau$ pe$laku $ 

me$ru$pakan anak, u$ntu$k me$mastikan pe$ne$rapan ke$adilan re$storatif. 

4. Kasus Penelantaran Anak (23 kasus) 

Kasu$s pe$ne$lantaran me$mbu$tu$hkan inte$rve$nsi tidak hanya dari aspe $k 

pe$rlindu$ngan, te$tapi ju$ga pe$me$nu$han ke$bu$tu$han dasar anak. DPMPPA 

me$libatkan: 

a. Dinas Sosial, u$ntu$k pe$ne$mpatan anak ke$ dalam le$mbaga ke$se$jahte$raan 

sosial (LKSA) atau$ ru$mah pe$rlindu$ngan se$me$ntara. 

b. Dinas Kesehatan, anak dalam kondisi fisik ku$rang se$hat atau$ 

malnu$trisi. 

c. Dinas Pendidikan, u$ntu$k me$mastikan anak te$tap me$mpe$role$h akse $s 

pe$ndidikan. 

d. Camat dan Lurah setempat, u$ntu$k me$laku$kan pe$nde$katan ke$lu$arga 

dan pe$ne$lu$su$ran wali yang be$rtanggu$ng jawab. 

e. Lembaga masyarakat, dalam be$ntu$k program pe$ngasu$han alte$rnatif, 

bantu$an sosial, dan pe$mbe$rdayaan ke$lu$arga. 

5. Kasus Bullying/Kenakalan Remaja (7 kasus) 

Dalam kasu$s bu$llying atau$ ke$nakalan re$maja, pe$nde$katan yang dilaku$kan 

be$rsifat e$du$katif dan pre$ve$ntif, antara lain: 
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a. DPMPPA bersama Dinas Pendidikan me$laku$kan pe$mbinaan dan 

e$du$kasi di se$kolah me$lalu$i program Se$kolah Ramah Anak. 

b. Polresta Jambi (melalui Bhabinkamtibmas dan Unit PPA) be$rpe$ran 

dalam pe$nde$katan hu$ku$m dan pe$mbinaan bagi anak pe$laku$ mau$pu $n 

korban. 

c. Kwarcab Pramuka, Forum Anak Daerah, dan organisasi pemuda 

lainnya, dilibatkan u$ntu$k me$mbangu$n ke$mbali ke$pe$rcayaan diri dan 

ke$te$rlibatan positif anak-anak dalam ke$giatan sosial. 

d. Dinas Kominfo tu$ru$t me$nyosialisasikan kampanye$ anti-pe$ru$ndu$ngan 

me$lalu$i me $dia sosial dan me$dia lokal. 

Me$lalu$i sine$rgi ini, DPMPPA be$ru$paya me$mastikan bahwa se$tiap anak yang 

me$njadi korban ke$ke$rasan tidak hanya me$ndapatkan pe$rlindu$ngan, te$tapi ju$ga 

pe$mu$lihan se$cara me$nye$lu$ru$h—baik fisik, psikis, mau$pu$n sosial. U$paya ini 

me$ru$pakan bagian dari komitme$n kole$ktif dalam me$nciptakan Kota Jambi se$bagai 

lingku$ngan yang aman, ramah, dan layak bagi tu$mbu$h ke$mbang anak. 
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BAB IV 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan  

1. Perlindungan khusus anak di Kota Jambi adalah pelaksanaan 

kewenangan pemerintah daerah berdasarkan asas desentralisasi dan 

tugas pembantuan. Melalui Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2024 dan 

SK Wali Kota Nomor 195 Tahun 2022, dibentuk Gugus Tugas KLA 

sebagai dasar hukum untuk menjalankan perlindungan anak, khususnya 

dalam klaster perlindungan khusus. Setiap OPD dan lembaga terkait 

menjalankan kewenangan sesuai bidangnya secara terkoordinasi. 

Keberhasilan perlindungan anak bergantung pada sinergi semua pihak 

dalam menjalankan kewenangan secara tepat, akuntabel, dan 

berkelanjutan. 

2. Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Perlindungan Anak 

(DPMPPA) Kota Jambi melalui UPTD PPA memiliki peran strategis 

dalam penanganan perlindungan khusus anak. Penanganan dilakukan 

secara komprehensif, mulai dari penerimaan laporan, penjangkauan 

kasus, mediasi, hingga pendampingan psikologis dan hukum. Upaya ini 

melibatkan sinergi lintas sektor dengan OPD terkait, instansi vertikal, 

lembaga sosial, hingga masyarakat. Berdasarkan data Januari–Oktober 

2024, terdapat 83 kasus kekerasan terhadap anak yang ditangani, 

meliputi kekerasan fisik, psikis, seksual, penelantaran, dan bullying. 

Keseluruhan penanganan ini menunjukkan bahwa perlindungan anak 
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adalah tanggung jawab bersama yang harus dilakukan secara terpadu 

dan berkelanjutan untuk mewujudkan Kota Jambi sebagai Kota Layak 

Anak. 

B. Saran  

1. Untuk memperkuat perlindungan anak di Kota Jambi, diperlukan 

koordinasi yang lebih efektif antar OPD, lembaga vertikal, dan 

masyarakat. Gugus Tugas Kota Layak Anak juga perlu ditingkatkan 

kapasitasnya, baik dari sisi SDM maupun pemahaman regulasi. Setiap 

OPD dan lembaga harus menjalankan tugasnya secara maksimal sesuai 

kewenangan, dengan komitmen kuat terhadap pemenuhan hak anak. Selain 

itu, partisipasi masyarakat, dunia usaha, dan media perlu terus didorong 

untuk menciptakan lingkungan yang aman dan ramah anak. Penting juga 

untuk memperkuat dasar hukum, seperti Perda Nomor 3 Tahun 2024, 

disertai pengawasan yang ketat agar seluruh pihak bertanggung jawab dan 

akuntabel. 

2. Untuk memastikan perlindungan anak berjalan optimal, penegakan hukum 

harus dilakukan secara tegas dan berpihak pada korban. Pemerintah Kota 

Jambi bersama UPTD PPA, aparat penegak hukum, dan OPD terkait perlu 

memperkuat koordinasi dalam penanganan setiap kasus. Selain itu, 

peningkatan kapasitas petugas, layanan pengaduan yang mudah diakses, 

serta edukasi kepada masyarakat menjadi langkah penting. Monitoring dan 
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evaluasi secara berkelanjutan juga harus terus dilakukan agar perlindungan 

anak benar-benar berjalan efektif dan berkeadilan. 
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